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ABSTRAK 

 

PERAN  PEMOLISIAN  MASYARAKAT (POLMAS) KOTA  METRO 

DALAM  MENDUKUNG  PENEGAKAN HUKUM 

 

Oleh 

 

IRFAN  ARIF  NUGROHO 

 

 

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern 

menyebabkan  berkembangnya  kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi – 

dimensi  yang sebelumnya  tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan 

masyarakat semakin hebat pula metode, tekhnik dan cara – cara tindak kejahatan 

dilakukan oleh para  pelakunya. Untuk itu perlu adanya suatu upaya untuk 

mencegah tindak kejahatan tersebut sebagai upaya menekan laju kejahatan, baik 

secara preemtif, preventif maupun kuratif, yaitu penangkalan, pencegahan dan 

penanganan. Tidak ada kejahatan yang terlepas dan terpisah sama sekali dari 

lingkungan  masyarakatnya Tingginya tingkat kejahatan memerlukan penanganan 

yang serius dengan didukung oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang 

disertai jumlah personil yang memadai. Guna membantu tugas kepolisian dalam 

memerangi kejahatan diperlukan suatu peran serta masyarakat. Bentuk peran serta 

masyarakat di wujudkan dalam suatu kerjasama kemitraan melalui Pemolisian 

Masyarakat (POLMAS). Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini 

mengangkat permasalahan bagaimanakah Peran POLMAS dalam  mendukung 

penegakan hukum di Kota Metro ? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan 

masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang- undangan 

dan literatur serta bahan- bahan hukum. Pendekatan yuridis empiris, yaitu 

pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

pelaksanaan dan penerapan serta kebijakan di lapangan terhadap kasus-kasus 

tertentu dari aspek hukum pidana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini berasal dari lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis data meliputi data 

sekunder dan data primer sebagai data pelengkap dan pembanding.Data sekunder 

adalah data-data yang diperoleh peneliti dari perpustakaan dan dokumentasi, yang 

merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia sudah dalam 

bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan diperpustakaan 

atau milik pribadi peneliti. Data primer adalah data yang diperoleh melalui 

penelusuran lapangan dan wawancara dengan Kepolisian, Jaksa dan hakim yang 

pernah menangani perkara-perkara Pasal 310, Pasal 335, dan Pasal 352 KUHP, 
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serta dengan masyarakat yang bertikai / berselisih juga dengan tokoh-tokoh 

(agama, pemuda), lurah dan para pengurus POLMAS. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran kegiatan POLMAS 

merupakan suatu pilihan yang tepat bagi POLRI untuk menunjukan perubahan 

sikap dan perilakunya selaku Polisi Sipil, walau dalam pelaksanaannya belum 

semua Kasatwil memahami konsep POLMAS yang sebenarnya. POLMAS 

bertujuan untuk  mencegah  dan  menangani  kejahatan  dengan cara mempelajari  

karakteristik  maupun permasalahan yang ada dalam lingkungan tertentu. 

POLMAS  memanfaatkan Sumber Daya Manusia dalam komunitas guna berbagai 

upaya pengendalian kejahatan. POLMAS dirancang  untuk membangun kendali 

atas kejahatan sebagai upaya bersama (Kolaboratif). Kalau diterapkan secara 

pantas, POLMAS berusaha meningkatkan kontrol atas kejahatan dengan 

melibatkan mekanisme control sosial yang lebih kuat. Jadi esensi POLMAS 

adalah tingkat kejahatan berkurang manakala kulitas kehidupan komunitasnya 

meningkat.  Maka untuk itu keuntungan penerapan POLMAS dalam menjaga 

Kamtibmas : Berkurangnya tindak kejahatan sehingga meningkatkan ketentraman 

hidup dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Polisi semakin lebih 

akuntabel dan efektif. Berkaitan dengan terbentuknya POLMAS wewenang 

mereka adalah : Mengambil tindakan Kepolisian secara proforsional dalam hal 

terjadinya perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu. Menyelesaikan 

pertikaian ringan/pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antara 

pihak yang berperkara/ bertikai dan bila diperlukan bersama POLMAS.  

 

Secara umum pelaksanaan POLMAS di Kota Metro berjalan dengan baik 

walaupun masih banyak kekurangan. Hasil penelitian menunjukkan selama tahun 

2009 sedikitnya 14 kasus-kasus pelanggaran dan tindak pidana ringan yang dapat 

diselesaikan melalui POLMAS. Dan tahun 2010 sesiktinya 5 Kasus. Kinerja dari 

POLMAS hendaknya perlu terus di tingkatkan dengan memberikan pengawasan 

dan perhatian secara konsisten. Selain itu untuk menciptakan suatu keterikatan 

dan kesinambungan yang kuat maka hendaknya mengadakan kerja sama dengan 

media massa dan LSM tertentu untuk melaksanakan pemantauan disemua Satwil 

di Kota Metro khususnya, sebagai upaya memaksimalkan hasil analisa dan 

evaluasi   yang dilakukan secara internal. 
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MOTTO 

 

 

 

― Jangan pernah takut untuk salah karena  

dari salah itu kita tahu mana yang benar,  

jangan takut akan kalah karena orang yang takut kalah  

berarti tidak pernah melangkah. ― 
( Irfan Arif Nugroho ) 

 

  

―Benih semua prestasi adalah kemauan,  

Bukan harapan atau impian‖ 
(Napoleon Hill) 

 

 

―Keberhasilan adalah kemampuan untuk 

Melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke  

Kegagalan berikutnya tanpa  

Kehilangan semangat.‖ 
(Winston Churchill) 

 

 

―Dari semua hal, pengetahuan adalah yang  

Paling baik,karena tidak kena tanggung jawab 

Maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat 

Dibeli, dan tidak dapat dihancurkan.‖ 
(Hitopadesa) 

 

 

―Sahabat adalah keperluan jiwa yang mesti dipenuhi. 

Dialah ladang Hati, yang kau taburi dengan 

Kasih dan kau subur dengan penuh  rasa  

terima kasih. Dan dia pulalah naungan dan  

Pendianganmu. Karena kau menghampirinya 

Saat hati lupa dan mencarinya saat jiwa 

Memerlukan kedamaian.‖ 
( Irfan Arif Nugroho ) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

 

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern  

menyebabkan  berkembangnya  kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi – 

dimensi  yang sebelumnya  tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan 

masyarakat  semakin hebat  pula  metode, tekhnik dan cara – cara tindak kejahatan 

dilakukan oleh para  pelakunya. Karena, menurut  ilmu kepolisian pada 

khususnya, dan sosial  kriminologi  pada umumnya, mempercayai  bahwa 

kejahatan adalah cermin masyarakat  yang melahirkannya. Tidak ada kejahatan  

yang terlepas dan terpisah sama sekali dari lingkungan  masyarakatnya. Namun 

demikian, perkembangan  dan kecanggihan tindak kejahatan juga berjalan seiring  

dengan kemampuan untuk mengatasi  kejahatan tersebut, baik secara presentif, 

preventif, maupun kuartif, yaitu penangkalan, pencegahan, dan kejahatan itu 

sendiri, kemampuan  untuk mencegah dan mengatasinya  juga  merupakan  cermin  

dari  lingkungan  masyarakatnya. Banyak metode, teknik dan cara lama yang 

disempurnakan. Salah satu  metode penangkalan, pencegahan  dan  penanganan  

kejahatan  yang sesungguhnya sudah diterapkan  dan hanya  disempurnakan  yang 

disebut  Community  Policing.  

 

Sebagai  filosofi  kepolisian modern, maka POLRI  dalam rangka  

mengimplementasikan  Community Policing di masyarakat, maka  dikenalah  



 

 

2 

istilah  Perpolisian Masyarakat (POLMAS). Namun banyak  sekali pendapat yang 

muncul  di kalangan pakar dan berbagai kalangan  mengenai istilah yang tepat  

sehingga  tercapailah suatu  kesepahaman akan istilah  yang  diwacanakan kepada 

masyarakat.  Maka POLRI  menerbitkan SK KaPOLRI No.Pol : 

Skep/737/X/2005, menyatakan ―Tanpa mengenyampingkan kemungkinan  

penggunaan  penterjemahan istilah yang berbeda terutama  bagi keperluan 

akademis, secara  formal  oleh jajaran  POLRI, model tersebut diberi nama 

(Perpolisian Masyarakat) dan selanjutnya secara  konseptual  dan operasional 

disebut POLMAS‖. Berdasarkan  Surat Keputusan itu  berarti istilah POLMAS 

bukan merupakan singkatan Perpolisian Masyarakat, tetapi  suatu istilah yang 

diharapkan mengganti berbagai macam istilah, sebagai terjemahan istilah  

Community  Policing .  

 

Konsep  mengenai  POLMAS  sangat  berkaitan  dengan  program – program 

hubungan  komunitas  dari  dekade  1950an dan 1960an di Amerika Serikat, dan 

berkembang guna  meningkatkan  interaksi antar  komunitas , terutama komunitas  

minoritas  dengan Polisi.  Sekalipun  konsep  pemolisian tim gagal  diterapkan  di 

sejumlah  kepolisian tetapi  gagasan mengenai  ―konteks  komunitas dari  

pemolisian‖ tetap  bergaung, terutama  karena meningkatnya  bukti bahwa  model 

birokratik dan praktek  kepolisian konvensional  tidak  efektif. Untuk itu 

POLMAS dirasa cocok  bila  diterapkan  di Indonesia  mengingat  akan  kondisi  

teritorial, keanekaragaman  budaya,  Ras dan agama  maka  dirasa  sangat  efektif   

bila  POLMAS  berpartisipasi  menjaga  Kamtibmas di wilayah  masing – masing  

dengan bekerja sama  dengan Polisi.  
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Dasar Hukum Penerapan POLMAS dalam fungsi POLRI : 

a. UUD 1945 Pasal 27 dan perubahan kedua  UUD 1945 BAB XII Pasal 30 

b. TAP MPR No. VI/MPR/2000, memisahkan lembaga TNI dan lembaga 

POLRI. TAP MPR No. VII/MPR/2000, memisahkan peran pertahanan 

keamanan, keamanan menjadi peran POLRI dan pertahanan menjadi peran 

TNI. 

c. Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP pasal 108, 111 ayat (1)  

d. Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Pasal 14 (1) 

e. UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 43 (d,f)  

f. SKEP KAPOLRI No.Pol : Skep/737/X/2005. SKEP KAPOLRI No.Pol : 

Skep/431/VIII/2006. SKEP KAPOLRI No.Pol : Skep/433/VII/2006. SKEP 

KAPOLRI No.Pol : Skep/432/VIII/2006 

 

Tantangan  (POLRI) selaku  pelindung, pengayom dan pelayan  masyarakat  

kedepan    akan  semakin berat.  Masyarakat  semakin  kritis  menyikapi perilaku 

aparat kepolisian  yang tidak  responsif  terhadap  permasalahan  yang menjadi  

tugas  dan tanggung jawabnya. Komitmen  mewujudkan  sosok POLRI  yang 

dicintai  masyarakat  harus  dapat  dibuktikan  melalui  perubahan – perubahan  

yang fundamental  dalam tubuh  POLRI. Perubahan – perubahan  dalam  tubuh  

POLRI  telah   terlihat  dengan adanya  mutu  dan kualitas  pelayanan  POLRI 

semakin  hari  semakin  baik  akibat  terpangksanya  sistem  birokrasi  dan   

perbaikan  dukungan  anggaran  POLRI yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya  anggaran yang ada mampu  mendukung 

kegiatan kepolisian  akan tetapi  meningkatnya  dukungan  anggaran   secara  

psikologis memotivasi  personel  POLRI  untuk  berbuat  yang  lebih baik.  
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Di bawah ini merupakan Struktur  Organisasi  POLMAS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : POLMAS Paradigma Baru POLRI, Jakarta, YPKIK, 2006, hlm. 75. 

 

Salah satu  metode baru  yang  diterapkan oleh  POLRI  yaitu POLMAS  dengan  

mensinergikan  POLRI  dengan  masyarakat  guna menjaga Kamtibmas. Konsep  

mengenai  POLMAS  sangat  berkaitan  erat  dengan  program – program  

hubungan  komunitas  dari  dekade   1950an  dan  1960an  di Amerika  Serikat , 

yang  berkembang guna  meningkatkan  interaksi   antar   komunitas, terutama  

komunitas  minoritas  dengan   polisi.  Program – program   tersebut  berkembang   

terus  sepanjang dekade  1970an  dengan  konsep  pemolisian  tim.  Sekalipun  

konsep  pemolisian tim  gagal  diterapkan   di sejumlah  kepolisian, tetapi gagasan  

MABES POLRI 

POLDA 

POLWILTABES 

POLSEK 

POLTABES/POLRES 

POSPOL BABINKABTIBMAS 

POLMAS 
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mengenai ―konteks komunitas dari pemolisian‖ tetap bergaung,  terutama  karena  

meningkatnya bukti  bahwa model birokratik  dan  praktek kepolisian  

konvensional  ternyata  tidak  efektif.     

 

POLMAS salah satu  bentuk  kemitraan  langsung  antara  kepolisian  dengan 

masyarakat  demi  merubah  pandangan  masyarakat  akan polisi  yang  terkesan  

hanya  berhubungan  dengan  masyarakat  yang jahat. Dimana pada saat  ini  di 

tekankan untuk mencegah  tindakan  kejahatan bukan  bertindak setelah  terjadi 

kejahatan. Hal itu  lebih memberatkan  faktor  sebab  kejahatan   daripada  akibat  

kejahatan  demi menjaga  Keamanan, ketertiban  masyarakat.  Hal ini  salah satu  

tonggak  perubahan  wajah  POLRI  yang  mandiri  terlepas dari  kungkungan  

sejarah masa lalu. Pencitraan  diri sosok  POLRI  harus diimbangi  dengan  

meningkatkan  kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM) POLRI  yang semakin  

baik dan didukung  mental  spiritual  dan  religius.  Dengan  begitu, kehadiran 

POLRI  ditengah  masyarakat  memberikan   kesan  dan sesuai  dengan selogan  

POLRI  yaitu  : melindungi,  mengayomi dan  melindungi  masyarakat. 

 

Adapun kriteria perekrutan anggota tersebut adalah yang memenuhi syarat-syarat 

di bawah ini : 

1. WNI dan Penduduk desa kelurahan setempat, 

2. Berkelakuan baik/tidak tercela, 

3. Berpendidikan umum yang relatif cukup untuk ukuran masyarakat 

lingkungannya, 

4. Kehidupan ekonominya cukup (bukan penganggur), 

5. Usia antara 35 s/d 60 tahun,  

6. Dewasa dalam pemikiran dan berpengetahuan relatif luas, 

7. Mampu berkomunikasi dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat 

pemerintah setempat, 

8. Sehat jasmani dan rohani, 

9. Tidak pernah tersangkut organisasi terlarang maupun perkara pidana, 

10. Diutamakan bagi yang lebih tinggi kesadaran Kamtibmasnya. 
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11. Cinta Kamtibmas. 

 

 

Berdasarkan  perkembangannya, kriminalitas  di seluruh  wilayah  Indonesia  pada 

umumnya dan Kota Metro  pada  khususnya  menunjukan   gejala  yang 

meningkat baik kualitas  dan kuantitasnya. Peningkatan  kejahatan  ini  meliputi  

modus  oprendi  seiring berkembangnya  zaman.  Hal ini menjadikan POLRI 

harus  berupaya  dan menetukan  langkah apa saja yang harus  disiapkan  untuk  

menghadapi ancaman, tantangan  dan gangguan  kemanan  tersebut.  Kota  Metro  

sebagai  pecahan  dari Kabupaten Lampung  Tengah memiliki  wilayah  yang 

tidak  seberapa  luas, dengan hanya  memiliki  5  Polsek  untuk  22 Kelurahan .  

Dengan  begitu  POLMAS  sangat  efektif  diterapkan  di Kota  Metro 

dikarenakan  wilayah  yang sangat  terjangkau  dan  masyarakat  yang telah 

berpikir  modern  tapi  berkehidupan  sederhana.  

 

POLMAS menekankan  kemitraan  penuh  antara  komunitas  dengan  polisi 

didalam  mengidentifikasi dan mengatasi  kejahatan  setempat  serta masalah  

ketidaktertiban. POLMAS  juga menyakini  bahwa  anggota  - anggota  komunitas 

perlu  berpartisipasi  dalam  merumuskan kebijakan  publik yang berdasarkan  

hubungan  interaktif dan kooperatif  (Leighton, 1991 dalam Jenderal Pol Drs. 

Sutanto.dkk, 2008:11). Memerangi  kejahatan  tidak bisa  dilakukan  hanya  oleh 

POLRI  maka  perlunya  partisipasi  masyarakat dengan baik. Bentuk kerjasama  

antara  kepolisian   dan  masyarakat  dalam memerangi  kejahatan  adalah  

kemitraan.  Kemitraan  tersebut  mengadopsi  prespektif  pemolisian  yang 

melebihi  standar  yang hanya  menekankan  pada penegakan  hukum. 

 

B.  Rumusan Masalah    
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Berdasarkan   Latar  Belakang  masalah diatas   dirumuskan  mengenai 

bagaimanakah  peran POLMAS dalam  mendukung penegakan hukum di Kota  

Metro ?   

 

C.  Tujuan  dan  Kegunaan  Penelitian  

 

 

1.  Tujuan  Penelitian 

Tujuan  dilakukan  penelitian untuk  mengetahui peran POLMAS dalam  

mendukung penegakan hukum di Kota Metro. 

 

2.   Kegunaan  Penelitian 

Penelitian  ini  memiliki  dua  kegunaan, yaitu : 

 

a.  Kegunaan  Teoritis 

Secara  teoritis  hasil  penelitian  ini dapat  digunakan  untuk memperkaya  kajian  

hukum  pidana  terhadap  pelaksanaan  pemolisian  masyarakat  dan  masalah  -  

masalah  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  khususnya  terkait  dengan  

penyelesaian  masalah  -  masalah  kecil  di masyarakat  melalui  POLMAS  dan 

faktor – faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan POLMAS dalam menciptakan    

situasi  keamanan  masyarakat  yang  kondusif.  

 

 

b.   Kegunaan praktis 

1) Bagi  masyarakat, hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  dijadikan  masukan  

dan bahan pertimbangan  mengenai  arti  penting  POLMAS  menyelesaikan  
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masalah  - masalah  Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) yang  timbul  

dimasyarakat  dengan bijak  dan adil  oleh  masyarakat  itu sendiri. 

2) Bagi  POLRI, hasil penelitian   ini dapat  bermanfaat  sebagai  masukan  guna 

meningkatkan  kerjasama  kemitraan  dengan masyarakat dalam pembentukan  

POLMAS guna  membantu  kinerja  Kepolisian. 

3) Bagi peneliti  lain yang  meneliti  topik  sejenis, hasil  penelitian  ini  dapat  

dijadikan  sebagai  sumber informasi  dan bahan  pembanding  yang dapat  

melengkapi  hasil  penelitiannya. 

 

D.   Kerangka  Teoritis  dan  Konseptual 

1.  Kerangka  Teoritis  

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abtraksi dari hasil-hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:125).   

 

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi 

seseorang atau status dengan cirri – ciri yaitu : adanya sumber daya pribadi dan 

seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia. 

(Soerjono Soekanto, 1982:69). 

 

Menurut Soerjono Soekanto ( 1982 : 69 ) bahwa peran itu mencangkup tiga hal 

yaitu : 

a. Peran juga meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
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b. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting  bagi struktur 

sosial masyarakat. 

 

Polisi  dan masyarakat   adalah  dua  subyek sekaligus obyek yang tak mungkin 

terpisahkan,  Polisi  lahir karena adanya  masyarakat, dan masyarakat  

membutuhkan kehadiran  Polisi, guna  menjaga ketertiban, keamanan dan 

keteraturan masyarakat itu sendiri. Demikianlah  teori lahirnya polisi (Polite 

Yunani Kuno), sampai pada lahirnya teori kepolisian modern ini. Karena  itu, ada 

negara  yang tidak memiliki salah satu  angkatan perangnya, akan tetapi  tidak ada 

satu negara pun yang  tidak memiliki  angkatan kepolisian sebagai penertib, 

pengayom  dan penegak hukum dalam suatu negara. Teori ini  diperkuat  oleh  

sejarah berdirinya negara – negara di dunia. 

 

Konsep  POLMAS  dirujuk  dengan  berbagai  pengertian, seperti  pemolisian  

yang berkomunitas, pemolisian  berlandaskan  komunitas, dan pemolisian   yang  

berorientasi  pada  permasalahan (Leighton, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyo 

dan Tjuk Sugiarso, 2007).  Lebih jauh  lagi  konsep  mengenai  POLMAS  dapat  

dipahami  dengan  mengidentifikasi  karakterisitik  utamanya, sebagaimana  saran  

kalangan  pakar , Misalnya (Goldstein,  1990, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyo 

dan Tjuk Sugiarso, 2007)  mengaitkan   POLMAS  dengan  pemolisian   yang 

berorientasi  pada masalah, ― Bahwa Polisi  paling  mungkin  meningkatkan  

produktifitas  dengan  komunitas  jika : 

a. Menugaskan  anggota  polisi  ke wilayah  secara  cukup lama  sehingga 

memungkinkan  mereka  untuk mengidentifikasi masalah – masalah  yang 

menjadi  perhatian  masyarakat. 

b. Mengembangkan  kapasitas  anggota  maupun  institusi  kepolisian  dalam 

menganalisa  masalah  - masalah  masyarakat. 
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c. Mempelajari  apakah  keterlibatan  yang lebih  besar  dari  masyarakat  

mempunyai  potensi  untuk  secara signifikan  mengatasi  suatu  masalah. 

d. Dalam  situasi  seperti  itu,  bekerja dengan segmen  tertentu  di masyarakat  

yang berada  pada posisi  untuk membantu  mengurangi  atau  mengatasi  

masalah.   

 

Meskipun  Dinas  kepolisian  berbagai  negara  menerapkan bermacam – macam  

bentuk POLMAS, ada tujuan  dan prinsip – prinsip  fundamental  yang sama, 

yaitu : 

a. Tujuan : menurunkan  rasa  takut  di kalangan  warga, menigkatnya  keputusan 

warga terhadap  polisi,  dan pengembangan tekhnik – tekhnik  untuk 

mengatasi masalah – masalah  masyarakat ( Riechers dan Roberg, dalam 

Sutanto, Hermawan Sulistyo dan Tjuk Sugiarso, 2007) , 

b. Prinsip  :  membangun komunitas  (community  building)  kepercayaan (trust) 

dan kerjasama (Peak, Bradshaw, dan  Glensor, dalam Sutanto, Hermawan 

Sulistyo dan Tjuk Sugiarso, 2007). 

 

 

POLMAS mempercayai,  bahwa  kejahatan  dan masalah ketertiban  adalah  milik 

bersama komunitas (sebagai  klien)  dengan  Polisi (sebagai  penyedia  jasa 

pelayanan). POLMAS  juga meyakini, bahwa  anggota  -  anggota  komunitas 

berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik berdasarkan  hubungan  

interaktif  dan  kooperatif ( Leighton dalam Sutanto, Hermawan Sulistyo dan Tjuk 

Sugiarso, 2007). Program POLMAS  juga  menekankan  gaya administrasi  yang 

sangat  berbeda di bandingkan  model pemolisian  sebelumnya.  Implikasi  

program  POLMAS  jauh  lebih luas  dari sekedar  mengurangi  angka  kejahatan  

di masyarakat, karena  juga  berlangsung  perubahan  mendasar  dalam  

pelaksanaan pemolisian dan gaya administrasi yang menyertai  program – 

program  POLMAS.  Ada  beberapa  syarat  untuk  menerapkan  strategi 

POLMAS antara  lain :  
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a. Suatu  organisasi  dapat menerapkan  program POLMAS, meskipun  belum 

tentu  seorang  atasan  merasa  mudah menugaskan  seorang  anggota  polisi  

untuk  menerapkan  program  tersebut. 

b. Kultur  organisasi  di dalam  tubuh  kepolisian  mungkin  belum  dapat  

menganut  dan menerapkan  strategi POLMAS. Organisasi harus  mengadopsi  

gaya organisasi  yang lebih  demokratif   jika  ingin  menerapkan  strategi  

POLMAS  secara  efektif. Struktur  organisasi  polisi  tradisional  dicirikan 

sebagai  organisasi  paramiliter  yang kaku  dan tersentralisasi.  Prakarsa 

POLMAS  memberi peluang  bagi adanya  perubahan  gaya organisasi , 

dengan  penekanan  pada  umpan balik  dari  bawahan yang berpangkat  lebih  

rendah. Dalam  beberapa  kasus, bahkan  mengganti  anggota  polisi  dengan  

orang – orang sipil  untuk  menjalankan  tugas  administratirf, teknis dan 

profesional. 

 

Beberapa teori yang melandasi persektif strukturan adalah Teori Peran (Role 

Theory), Teori Pernyataan Harapan (Expectation-States Theory), dan 

Posmodernisme (Postmodernism). Menurut Robert Linton (1936), Teori Peran 

menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain 

sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, 

harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita 

untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang 

mempunyai peran tertentu misalnya sebagai polisi, mahasiswa, orang tua, wanita, 

dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan 

peran tersebut. Mengapa seseorang mengayomi dan membantu orang lain, karena 

dia adalah seorang polisi. Jadi karena statusnya adalah polisi maka dia harus 
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melayani masyarakat dalam ranah hukum yang datang kepadanya. Perilaku 

ditentukan oleh peran sosial. 

 

William James dan John Dewey menekankan pada penjelasan kebiasaan 

individual, tetapi mereka juga mencatat bahwa kebiasaan individu mencerminkan 

kebiasaan kelompok yaitu adat-istiadat masyarakat atau strutur sosial . Para 

sosiolog yakin bahwa struktur sosial terdiri atas jalinan interaksi antar manusia 

dengan cara yang relatif stabil. Kita mewarisi struktur sosial dalam satu pola 

perilaku yang diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya, melalui proses 

sosialisasi. Disebabkan oleh struktur sosial, kita mengalami kehidupan sosial yang 

telah terpolakan. James menguraikan pentingnya dampak struktur sosial atas 

"diri" (self) perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Masyarakat mempengaruhi 

diri self. 

 

Sosiolog lain Robert Park dari Universitas Chicago memandang bahwa 

masyarakat mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatan-

kekuatan individu- individu ke dalam berbagai macam peran (roles). Melalui 

peran inilah kita menjadi tahu siapa diri kita. Kita adalah seorang anak, orang tua, 

guru, mahasiswa, laki-laki, perempuan, Islam, Kristen. Konsep kita tentang diri 

kita tergantung pada peran yang kita lakukan dalam masyarakat.  

Dalam tahun 1980-an, konsep kognisi, sebagian besarnya mewarnai konsep sikap. 

Istilah "kognisi" digunakan untuk menunjukan adanya proses mental dalam diri 

seseorang sebelum melakukan tindakan. Teori kognisi kontemporer memandang 

manusia sebagai agen yang secara aktif menerima, menggunakan, memanipulasi, 

http://de-kill.blogspot.com/
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dan mengalihkan informasi. Kita secara aktif berpikir, membuat rencana, 

memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. 

 

Manusia memproses informasi dengan cara tertentu melalui struktur kognitif yang 

diberi istilah "schema". Struktur tersebut berperan sebagai kerangka yang dapat 

menginterpretasikan pengalaman-pengalaman sosial yang kita miliki. Jadi struktur 

kognisi bisa membantu kita mencapai keterpaduan dengan lingkungan, dan 

membantu kita untuk menyusun realitas sosial. Sistem ingatan yang kita miliki 

diasumsikan terdiri atas struktur pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya. 

 

Intinya, teori-teori kognitif memusatkan pada bagaimana kita memproses 

informasi yang datangnya dari lingkungan ke dalam struktur mental kita Teori-

teori kognitif percaya bahwa kita tidak bisa memahami perilaku sosial tanpa 

memperoleh informasi tentang proses mental yang bisa dipercaya, karena 

informasi tentang hal yang obyektif, lingkungan eksternal belum mencukupi. 

 

Tugas dan wewenang  POLMAS  dalam upaya menangani masalah  sebelum  

menjadi  gangguan  Kamtibmas  antara  lain : 

1. Pencegahan  Kejahatan  Berbasis Masyarakat 

Hal ini  merupakan  tujuan  lahirnya  POLMAS. Karena  warga  tinggal 

didalam suatu lingkungan  pemukiman, maka  Sistem Keamanan  Lingkungan 

(Siskamling) merupakan andalan  utama  pencegahan  kejahatan. Siskamling 

yang sekama ini  diterapkan dibentuk  dan diorganisir  warga  dengan 

mendapat  bantuan polisi.  

 

2.    Reorientasi  Kegiatan  POLRI. 
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Patroli merupakan  kegiatan kepolisian yang sangat penting, sehingga disebut  

panggung  kegiatan kepolisian, namun  pada kenyataannya  patroli tidak 

begitu  efektif dalam upaya  mencegah  tindak kejahatan. Dalam 

perkembangannya, petugas  patroli  dialihkan  dan ditempatkan di pos polisi  

untuk melayani  warga  setempat. 

3.  Meningkatkan Akuntabilitas . 

Melalui POLMAS, polisi  tidak  saja menjelaskan  berbagai  kegiatan 

kepolisian kepada warga , tetapi juga mendengarkan saran, harapan, masalah, 

keluhan, dan kritikan terhadap perilaku Polisi. Demi mencapai tujuan ini, 

berbagai kepolisian membentuk  petugas penghubung dengan berbagai  

kelompok warga yang mempunyai  perhatian  terhadap ketertiban dan 

keamanan. Supaya  kegiatan  ini lebih efektif, polisi  mendorong terbentuknya 

kelompok – kelompok warga  yang terus  menerus berkonsultasi  untuk 

memberikan  masukan mengenai masalah – masalah Kamtibmas. 

4.  Desentralisasi  Komando. 

 POLMAS  berasumsi  bahwa  setiap  komunitas mempunyai kepentingan, 

masalah, dan prioritas yang berbeda dalam masalah  Kamtibmas. Dengan 

demikian, Desentralisasi diperlukan agar  informasi yang diperoleh dari 

warga - karena kedekatan polisi  dengan warga - dapat dimanfaatkan 

semaksimal  mungkin. 

 

 

2.   Konseptual 
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Konseptual  adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – 

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986 : 124) . 

 

Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian, 

shingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. 

 

Pengertian  dasar  perlu  dikemukakan  untuk  sekaligus  membatasi  konotasi  lain  

dari suatu  istilah  yang mempunyai  makna  yang digunakan  dalam  penulisan ini 

adalah  sebagai  berikut  : 

a. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguji 

kebenaran praduga dalam suatu peristiwa (Djoko Prakoso, 1986 : 118). 

b. POLMAS adalah suatu  falsafah  dan bukan  suatu  taktik  khusus, suatu  

pendekatan  yang bersifat  proaktif dan  terdesentralisasi, yang dirancang  

untuk mengurangi  kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan dan kejahatan,  

dengan melibatkan  petugas  yang sama  di masyarakat  tertentu  selama 

jangka  waktu  yang lama ( Susan  Trojanowicz dan Robert  Trojanwicz, 

dalam Sutanto, Hermawan Sulistyo dan Tjuk Sugiarso, 2007 ). 

c. Kebijakan  Penegakan Hukum  adalah  suatu usaha yang rasional  dari 

masyarakat  dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai upaya  penanggulangan  

kejahatan  kriminal pada hakikatnya  juga  merupakan  bagian  integral dari 

upaya  perlindungan  masyarakat ( social  defence )  dan upaya  mencari  

kesejahteraan  masyarakat (social wafare). Dengan  demikian  kebijakan  
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kriminal pada hakikatnya juga merupkan  bagian  integral  dari politik atau  

kebijakan  sosial.   

d. Upaya  penanggulangan  kejahatan  dapat ditempuh  dengan menggunakan  

kebijakan dalam arti : 

1) Ada  keterpaduan (integritas) antara kebijakan  kriminal  dan  kebijakan 

sosial. 

2) Ada keterpaduan (integritas) antara  kebijakan  upaya  penanggulangan  

kejahatan dengan menggunakan  sarana ―penal‖ dan ―non penal‖.   

      ( Badra Nawawi Arief, 1996 ).  

 

E. Sistematika  Penulisan 

 

Sistematika penulisan memuat uraian yang akan disajikan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yaitu : 

 

I. PENDAHULUAN 

Menguraikan apa yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini dilanjutkan 

dengan permasalahan  dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN  PUSTAKA 

Menjelaskan tentang pengertian  peran dan ruang lingkup POLMAS, Hubungan 

Polisi dan Masyarakat, Pengertian Pidana, Peran POLMAS dalam  mendukung 

penegakan hukum, Pola Membangun Kemitraan dengan Masyarakat, Pola 

Membangun Kerjasama .   

 

 



 

 

17 

III. METODE  PENELITIAN 

Menguraikan mengenai cara – cara yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian, yaitu meliputi pendekatan masalah, penentuan sumber dan 

jenis data, sampel dan populasi, metode pengumpulan data serta diakhiri dengan 

analisis data. 

 

IV. HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran POLMAS 

dalam mendukung penegakan hukum di Kota Metro serta mengetahui apa saja 

wewenang  dan tugas POLMAS dalam mendukung KAMTIBMAS di Kota metro 

dengan berkordinasi dengan POLRES Kota Metro.  

 

V. PENUTUP 

Memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah ringkasan hasil jawaban 

terhadap permasalahan, dan saran adalah rekomendasi penulisan atau sumbangan 

pemikiran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada. 
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II.  TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A.  Pengertian Peran dan Ruang Lingkup POLMAS 

 

1. Pengertian Peran 

Peran adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang 

berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peran dapat 

dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Peran Ideal (ideal role). 

b. Peran yang seharusnya (expected role). 

c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role). 

d. Peran yang sebenarnya dilakukan  (actual role).  

(Soerjono Soekanto, 2004 : 20). 

 

Menurut Indra Darmawan (2004 : 25), peran terbagi dalam tiga bentuk, yaitu : 

a. Peran normatif adalah sebagai norma atau aturan-aturan yang harus diterapkan 

oleh seseorang agar menjadi aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang 

dihubungkan dengan posisi seseorang. 

b. Peran faktual adalah peran yang meliputi kejadian nyata dari perilaku 

seseorang/individu yang dijadikan contoh oleh masyarakat. 

c. Peran ideal adalah status yang diberikan kepada individu oleh masyarakat 

karena perilaku penting yang diterapkan dalam masyarakat. 

 

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini didasarkan pada pentingnya peran 

POLMAS Kota Metro dalam mendukung penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas 

dari teori peran. Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari 
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posisi seseorang atau status dengan cirri-ciri yaitu : adanya sumber daya pribadi 

dan seperangkat aktifitas pribadi  yang akan dinilai secara normatif oleh manusia. 

(Soerjono Soekanto, 1982 : 69) 

 

2.  Pengertian dan  Ruang Lingkup POLMAS 

 

POLMAS adalah suatu  falsafah  dan bukan  suatu  taktik  khusus, suatu  

pendekatan  yang bersifat  proaktif dan  terdesentralisasi, yang dirancang  untuk 

mengurangi  kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan dan kejahatan,  dengan 

melibatkan  petugas  yang sama  di masyarakat  tertentu  selama jangka  waktu  

yang lama ( Susan  Trojanowicz dan Robert  Trojanwicz, dalam Sutanto, 

Hermawan Sulistyo dan Tjuk Sugiarso, 2007 ). 

 

Menurut Satjipto Rahardjo (1983:62), ada dua hal yang menyebabkan 

kemunduran POLRI ketika menjadi satu dalam wadah ABRI. Yaitu masalah 

doktrin dan profesionalisme. Doktrin yang telah melekat dalam benak anggota 

POLRI sendiri dan masyarakat luas adalah polisi sebagai pengayom, pelindung 

dan penjaga keamanan masyarakat.  

 

Beberapa hal yang juga akan mempengaruhi profesionalitas POLRI adalah 

sebagai berikut. Pertama, kebijakan pemerintah hendaknya memberikan mandat 

penuh kepada KAPOLRI untuk menentukan kebijakan lembaganya tanpa 

intervensi dari pihak manapun. Dalam realitasnya, polisi adalah subordinat dari 

berbagai macam kekuasaan yang tidak semena-mena. Polisi dijadikan sebagai alat 

penjaga dan tidak berorientasi pada ketentraman warga sipil sama sekali. 
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Lahirnya KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) sejak dua tahun yang lalu 

adalah satu langkah maju untuk mewujudkan POLRI yang profesional dan 

modern. Pasal 37 UU Kepolisian Negara, KOMPOLNAS berkedudukan di bawah 

Presiden dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Kompolnas bertugas 

membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, yang nantinya 

akan menjadi pedoman penyusunan kebijakan teknis kepolisian. Tugas lainnya 

adalah memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian 

KAPOLRI. Salah satu faktor yang memengaruhi independensi POLRI adalah 

kebijakan finansial pemerintah yang tidak fair. POLRI mudah terseret ke dalam 

percaturan politik dan terlibat dukung mendukung kekuatan politik tertentu karena 

miskinnya finansial serta sarana dan prasarana pendukungnya. 

 

Maka solusi kedua, yaitu meningkatkan anggaran untuk menopang sarana dan 

prasarana serta gaji anggota polisi sebagai bentuk penghargaan terhadap jasanya 

sebagai abdi negara. Banyaknya fenomena anggota polisi ‖obyek‖ atau 

melakukan pemerasan dengan dalih penegakan hukum dan ketertiban terutama 

lalu lintas adalah karena secara ekonomi kebutuhan polisi belum tercukupi. Wajar 

saja kalau kehadiran polisi menimbulkan antipati di tengah-tengah masyarakat. 

Banyaknya anggota polisi yang disewa untuk membacking perjudian, pilkada 

sampai pada illegal logging. 

 

Ketiga, yaitu mekanisme rekruitmen yang bersih dan transparan serta jauh dari 

KKN. Selama ini stigma masyarakat terhadap polisi adalah kontrak perdagangan 

yang menjual-belikan pekerjaan, karier dan jabatan. Banyak anggota polisi yang 

secara kapasitas baik. Logika yang bermain dalam rekruitmen kepolisian adalah 
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logika untung-rugi. Masuk dengan menyuap sekian puluh juta, maka setelah lolos 

pun harus mengembalikan modal awal serta mencari keuntungan di luar gaji tetap. 

Maka tidak heran jika lembaga kepolisian menempati rangking kedua terkorup 

setelah bea dan cukai. Sudah saatnya polisi kita adalah orang-orang yang memiliki 

kecerdasan intelektual, integritas moral dan kepekaan sosial serta kearifan 

spiritual. Ibarat dokter harus sehat total dulu, baru menyembuhkan pasien yang 

sakit. 

 

Memasuki milenium ketiga, profesionalitas kepolisian benar-benar akan diuji. 

Menghadapi isu-isu global seperti terorisme, HAM, demokrasi dan pluralisme, 

yang berperan bukanlah ketegasan formalistik semata. Profesionalitas bukan 

hanya ditunjukkan melalui seragam yang melekat sebagai simbol fisik material 

semata. Tetapi jiwanya harus tetap sipil agar kedekatan dengan masyarakat 

merasuk sampai sanubari yang dalam. Ingatlah, the police moving away from 

militeristic configurations, engage in serious heart to heart communication with 

the entire community. 

 

Dinamika politik yang terjadi di era reformasi telah memposisikan Kepolisian 

Negara RI secara tepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan lahirnya 

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, 

perubahan Pasal 30 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 

Demikian pula halnya reformasi di organisasi POLRI tidak hanya sekedar 

merubah aspek instrumental, struktural dan kultural guna menghadapi tantangan 

masa depan dengan dinamika perubahan zaman yang menyertainya. Ketetapan 

MPR Nomor : X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam 
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rangka penyelamatan dan memelihara kehidupan nasional sebagai haluan negara 

adalah merupakan acuan dikeluarkannya instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 

1999 tentang langkah kebijakan dalam rangka pemisahan POLRI dari ABRI yang 

selanjutnya menjadi landasan formal bagi reformasi POLRI. 

 

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut maka pada tanggal 1 April 1999 sistem 

dari penyelenggaraan pemikiran kekuatan dan operasional POLRI dialihkan ke 

Departemen Pertahanan Keamanan. Perlu diingat bahwa penempatan organisasi 

POLRI dibawah DepHankam adalah merupakan penempatan pada ―masa transisi‖ 

dalam rangka menuju POLRI yang mandiri dan otonomi. Dengan berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 89 tahun 2000 tanggal 1 Juli 

2000  kompetensi POLRI dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tercantum  tentang status  dan kedudukan POLRI sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara 

2. Sebagai pengemban fungsi kepolisian; 

3. Sebagai alat negara; 

4. Kepolisian nasional; 

5. POLRI berada di bawah Presiden; 

6. Selaku penyidik dalam Criminal Justice System; 

7. National Central Bereau Interpol Indonesia. 

 

Kepolisian dan pemolisian policing merupakan fungsi dari dinamika 

perkembangan masyarakat yang dilayaninya, oleh karena itu dunia kepolisian 

terus-menerus berubah. Konsep pemolisian berubah, tugas dan pekerjaan juga 

berubah. Sekalipun fungsi kepolisian yang mendasar relatif tetap, penjabarannya 

ke dalam tugas dan pekerjaan terus berubah. Status dan kedudukan POLRI 

diarahkan pada paradigma baru yang sesuai dengan visi bangsa Indonesia. 
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Menurut Ermaya Suradinata (dalam Momo Kelana, 2004) ada lima pilar visi 

birokrasi pemerintahan masa depan, yaitu : 

1. Dijiwai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak 

mulia , budi pekerti luhur dan kejuangan; 

2. Kepribadian atau karakter, realisme misi serta visi atau wawasan ke depan. 

seorang birokrat perlu memiliki karakter kuat, sehingga masyarakat dapat 

melihat kepada birokrasi yang memang memiliki ketegaran menjadi 

seorang aparatur pemerintah/pamong; 

3. Bersifat realistis, mengetahui dengan sesungguhnya kondisi masyarakat 

sehingga aspirasi dan getaran hati nuraninya dapat diketahui dan dirasakan 

sebagai bahan kebijakan; 

4. Memahami peluang dan kendala yang dihadapi dalam kehidupan sosial 

maupun lingkungan sosial maupun lingkungan strategi, sehingga mampu 

memperjuangkan aspirasi masyrakat; 

5. Memiliki visi yang didasarkan pada teori maupun pengalaman empirik di 

lapangan dan imajinasi yang dilandasi realita pranata masyarakat 

Indonesia dan dapat dilakukan serta bermanfaat untuk peningkatan 

kesejahteraan. 

 

 

B. Hubungan Polisi dan Masyarakat 

 

Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi dapat 

diartikan bahwa penyelesaian permasalahan dimasyarakat dapat diselesaikan 

dengan baik manakala ada keterikatan/kerjasama yang baik antara masyarakat 

dengan POLRI. POLRI tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas 

yang kondusif bilamana masyarakat yang ada di lingkungan tidak berperan aktif  

bekerjasama dengan polisi. 

 

Bergulirkan iklim reformasi dan otonomi daerah telah membawa konsekuensi 

adanya pembenahan dan pembaharuan hukum dan aparatur penyelenggara hukum. 

Tuntutan untuk mengadakan reposisi peran POLRI dalam lingkungan sipil sudah 

menjadi keharusan. Peran dan fungsi POLRI secara substansial dan fungsional 

memang berbeda dengan TNI yang pada era sebelumnya menjadi induk POLRI. 

Perubahan citra yang bercorak sipil harus dikedepankan oleh POLRI. Setidaknya 
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ada lima hal yang perlu diperhatikan jika POLRI serius melakukan perubahan, 

yaitu: 

a. Fungsi kepemimpinan institusi POLRI, 

b. Adanya tekanan yang cukup besar dari luar lingkungan POLRI (badan 

Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) 

c. Kesadaran dari institusi POLRI mengenai kebutuhan adanya paradigma baru 

dalam menjalankan fungsi polisi sipil, 

d. Adanya dukungan infrastruktur yang memadai dalam mempercepat proses 

perubahan tersebut, 

e. Dukungan penggerak ekonomi yang memadai bagi para personel POLRI, 

seperti gaji dan anggaran. 

 

Ada beberapa masukan yang patut diperhatikan antara lain: 

a. Mendorong regulasi yang menempatkan kedudukan POLRI dalam 

ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara yang menghasilkan sinergi 

optimal bagi kepentingan nasional dan memungkinkan dinamika peranan 

kepolisian pada tataran operasional teknis dan tataran kebijakan secara 

nasional.  

b. Adanya otonomi kewenangan teknis profesi kepolisian dan penegak hukum 

yang bersumber dari undang-undang dan berkait dengan sistem peradilan 

pidana (criminal justice system). 

c. Meninjau kembali masalah keamanan dalam negeri serta menciptakan strategi 

menyeluruh untuk mencari keterpaduan terhadap tuntutan otonomi daerah 

dalam suatu kerangka nasional (NKRI). 
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d. Mengoptimalkan kerjasama POLRI dengan unsur penegakan hukum lainnya, 

terutama kejaksaan dan sistem peradilan, serta menjalin kerjasama yang 

positif terhadap angkatan kepolisian negara-negara lain. 

e. Mendorong kepada pemerintah untuk menjaga konsistensi reformasi di tubuh 

POLRI, termasuk memberi petunjuk mengenai implementasi reformasi, serta 

membina hubungan dengan instutusi penegakan hukum lainnya. 

f. Mendukung reformasi militer sebagai pelengkap pokok bagi reformasi 

POLRI. 

g. Perbaikan kualitas aparatur POLRI yang dilakukan sejak tahap penerimaan 

dengan menerapkan sistem seleksi yang ketat. Pendidikan dan pelatihan serta 

kemampuan akan digunakan sebagai kriteria utama dalam setiap promosi 

jabaran disamping diterapkannya sistem penghargaan dan sanksi (reward and 

punishment) yang adil. 

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan aparatur penegak hukum, termasuk 

POLRI didalamnya untuk mencegah terjadinya KKN serta mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. 

 

Dalam kehidupan nyata terlihat hubungan emosional antara masyarakat dengan 

POLRI kurang harmonis. Permasalahan ini dipicu dari kurang memahami fungsi 

dan peran masing dalam kontek menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. 

Justru pertentangan yang sering timbul diantara kedua belah pihak. Seharusnya 

POLRI menyadari bahwa keberadaannya selaku, ―pelayan‖ yang digaji dan diberi 

mandat oleh yang menggaji memahami kemauan yang memberi. Namun 

kesadaran tidak muncul, justru dengan adanya kewenangan yang dimiliki POLRI 

mampu membikin pusing masyarakat.  
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Kontek mencegah suatu kejahatan yang terjadi didalam masyarakat yang 

dilakukan oleh POLRI bukan merupakan perangkat teknis kepolisian namun 

berupa konsep yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dimengerti dan 

dilaksanakan bersama-sama antara aparat kepolisian dengan segenap lapisan 

masyarakat. Oleh sebab itu setiap petugas POLRI harus mempunyai kemampuan 

pemahaman ilmu sosial kemasyarakatan, melalui : 

 

1. Pendekatan sosial 

Pemahaman tentang kondisi masyarakat yang dominan melakukan berbagai 

pelanggaran norma-norma sosial dan ketentuan hukum, yang rawan terjadinya 

tindak pidana ataupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang lainnya. 

 

2. Pendekatan situasional 

Pemahaman tentang situasi dan kondisi di masyarakat yang cenderung 

mengakibatkan terjadinya kejahatan. 

 

3.  Pendekatan kemasyarakatan 

Pemahaman untuk menggali potensi masyarakat yang bisa diberdayakan untuk 

menciptakan pengamanan swakarsa ataupun sebagai sosial kontrol terhadap 

pencegahan kejahatan. 

 

Bagi kebanyakan warga masyarakat, kata ―penegakan hukum‖ selalu dikaitkan 

dengan tanggung jawab polisi berseragam atau aktivitas polisi dalam masyarakat. 

Persepsi ini tidak salah karena polisi sesungguhnya terlibat langsung dalam proses 

penegakan hukum. Dan menurut definisi, petugas polisi adalah orang-orang yang 

dipekerjakan oleh kota, country, atau pemerintah negara bagian dengan tanggung 
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jawab menegakkan dan memelihara hukum. Secara cirri khas, mereka dikenal 

sebagai polisi kota, county sheriffs dan deputies, polisi negara bagian atau polisi 

patroli jalan raya. 

 

Meski demikian, tidak benar kalau dikatakan bahwa tanggung jawab pengendalian 

kejahatan dan pemeliharaan ketertiban sepenuhnya dan secara eksklusif berada di 

tangan polisi. Salah paham ini mudah dipahami apabila kita pertimbangkan 

aktivitas polisi yang terlihat. Polisi mempunyai tanggung jawab pada kejahatan 

dan lalu-lintas selama 24 jam, yang biasanya dapat disaksikan oleh masyarakat. 

Petugas akan segera menanggapi ketika pelanggaran hukum terjadi. Polisi 

hanyalah satu segmen dari mekanisme masyarakat yang digunakan untuk 

memelihara standar kelakuan dan diperlukan untuk melindungi individu 

masyarakat itu. Sistem menyimpulkan dan memisahkan empat unit secara 

terpisah: polisi, jaksa penuntut, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Secara 

umum, polisi membidangi pendeteksian, identifikasi, dan penindakkan pelaku 

hukum.  

 

Dalam penjelasan UU No 5 tahun 1979 Juncto UU No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Desa, dikatakan adalah bahwa undang–undang ini mengakui adanya 

kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat 

istiadat dan kebiasaan- kebiasaan. Dalam kamus bahasa Indonesia  yang memuat 

pengertian masyarakat adalah :  

―Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan 

menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memberikan efek jera 

dan menjamin ketaatan hukum pada masyarakat, dimana dengan  berbagai 

pertimbangan- pertimbangan secara bijak dan adil.‖.  
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Satjipto Raharjo menyatakan penegakan hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan- keinginan hukum, secara konsepsional, inti arti 

penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang dijabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap sebagai tindak 

memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, dan 

keberhasilan penegakan hukum dapat dikatakan bukannya mengirimkan 

masyarakat ke lembaga pemasyarakatan, tetapi terjaganya ketertiban dan 

ketentraman dalam masyarakat.      

 

Sungguh pun polisi negeri ini telah berubah, ada harapan tertentu pada masyarakat 

yang berada di luar kemampuan mereka. Sebagai contoh, walaupun di bawah 

kondisi yang sangat baik ternyata polisi tidak dapat menghapus kejahatan. Polisi 

tidak menciptakan kondisi sosial yang berguna bagi kejahatan maupun 

menanggulanginya. Polisi tidak menetapkan perundang-undangan tetapi mereka 

yang harus menegakkannya. Mereka tidak menimbang dan memutuskan siapa 

yang melakukan pelanggaran tetapi mereka yang melakukan penangkapan, dan 

mereka hanya salah satu agen penegakan hukum. 

 

Hampir pasti peran polisi masih melibatkan mereka sebagai ―pemberantas 

kejahatan,‖ tetapi dalam konteks yang lebih luas daripada pemberantasan 

kejahatan dan penegakan hukum, peran polisi terus meningkat dan melibatkan 

pencegahan kejahatan dan pelayanan masyarakat. Peran mereka berkembang dan 

sekarang meliputi kegiatan seperti intervensi krisis keluarga, kenakalan remaja, 

pengawasan kerja sosial, program remaja, bantuan terhadap korban pemerkosaan, 

dan fungsi pelayanan publik lainnya.  
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POLMAS dapat berperan dalam mengagregasi arus-arus informasi ini untuk 

dianalisis kecenderungannya dan disampaikan kepada pimpinan desa/kelurahan 

dan kepolisian secara lebih dini. Singkatnya, untuk pencegahan kekerasan akibat 

potensi konflik pemilu, perlu dihidupkan lagi forum-forum rembuk warga yang 

bisa juga melibatkan unsur kepolisian di tingkat Babinkamtibmas.  

Di dalam suatu negara yang sedang dalam tahap pembangunan seperti dinegara 

kita, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk 

menjaga stabilitas semata tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan 

atau perubahan didalam masyarakat. Sebagai mana disebutkan oleh Roscoe Pound 

(1870-1874) sebagai salah satu tokoh sosiological  jurisprudence, hukum adalah 

as a toll of social engineering  disamping as a tool of social control. Kebijakan 

hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, 

mengenjewantahkan dalam penegakan hukum pidana yang rasional disesuaikan 

dengan keadaan saat ini . 

C.  Pengertian Pidana 

 

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang dapat dipidana yang diatur dalam 

ketentuan menurut Undang- undang ( Pasal 1KUHP ). Tindak pidana atau 

strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau 

tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada 

pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara 

ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap 
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seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat 

atas kedua unsur itu.  

 

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu 

dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga 

dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal 

apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. 

Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat 

pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana 

serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuanya itu. 

 

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah  penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang 

memenuhi syarat – syarat tertentu. Dilain pihak Roeslan Saleh mengartikan bahwa 

pidana adalah reaksi atas delik dan ini berupa suatu nestapa yang sengaja 

ditimpakan  Negara kepada pembuat delik tersebut.  

 

Menurut Muladi dan Badra Nawawi Arief  Pidana mengandung unsur-unsur atau 

ciri – ciri sebagai berikut :  

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 

nestapa yang tidak menyenangkan atau mengenakkan ; 

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan (badan yang berwenang); 

3. Pidana ini dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut undang–undang . 
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Ketiga unsur diatas pada umumnya terlihat dari definisi – definisi  diatas , kecuali 

Alf Roos (dalam Muladi dan Badra Nawawi Arief ), yang menambahkan secara 

tegas dan eksplisit bahwa pidana itu juga harus merupakan pencelaan terhadap diri 

si pelaku . Apa yang dikemukakan Alf Roos tersebut sebenarnya secara implisif 

juga terlihat dalam definisi para sarjana yang lain . 

 

Tujuan umum pemberian pidana adalah untuk mencegah si pembuat kesalahan 

mengulangi perbuatannya serta membimbingnya agar insyaf dan menjadi 

masyarakat yang baik serta patuh dan taat akan hukum. Ini merupakan tujuan 

khusus (special preventivie). Disamping tujuan khusus  (special preventive) ada 

juga tujuan umum (generale preventive), yang tujuan pokoknya adalah mencegah 

kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban 

didalam masyarakat. Maka dari itu Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada 

seseorang yang telah bersalah harus mempunyai konsep yang matang, artinya 

dalam menjatuhkan keputusan sesuai dengan hati nurani yang tulus dan bersih, 

karena pemberian pidana mempunyai tujuan yang hendak dicapai didalam 

mengemban tugas sebagai profesi hukum dan sekaligus menerapkan sangsi pidana 

sesuai dengan tujuan hukum pidana.   

 

D. Penegakan Hukum Pidana 

 

Penegakan hukum adalah suatu  proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan 

hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan- keinginan hukum disini tidak 

lain adalah pikiran–pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakan 
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hukum pidana adalah penegakan yang khusus berkaitan dengan proses untuk 

mewujudkan keinginan - keinginan pidana menjadi kenyataan .  

 

Proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada perbuatan hukum, 

dimana para pembuat hukum itu membuat hukum yang dituangkan dalam 

peraturan hukum yang akan menentukan bagaimana penegakan hukum menjadi 

kenyataan . Dalam membuat hukum tinjauan yang sering dipakai seringkali 

bersifat  sosiologis, sehingga pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan. 

Yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dalam kenyataannya proses 

penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak 

hukum itu sendiri. 

 

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, telah ada perangkat undang - undang 

yang dibuat untuk mengatur mengenai hukum pidana, yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), melalui undang-undang ini diharapkan segala 

aspek yang berkaitan dengan masalah pidana dapat diselesaikan secara hukum. 

Perkembangan masyarakat di dalam segala aspek diikuti pula perkembangan  

hukum, serta penyesuaianya dalam penerapannya, kemudian terbentuk lah suatu 

forum, dimana kita mengenal adanya   POLMAS  yang  mana forum tersebut 

tertuang dengan keputusan KAPOLRI No. Pol : KEP/433/VII/2005 tanggal 1 Juli 

2005, tentang Pembentukan dan Operasional POLMAS serta   KEP/737/2005, 

tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model 

Pemolisian Masyarakat.  

 

POLMAS di dalamnya ada  berbagai unsur-unsur elemen seperti, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda yang bersama sama dengan 
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Babinkamtibmas dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil didalam 

masyarakat (kasus) walaupun kasus-kasus tertentu tersebut diatur oleh KUHP, 

serta kasus- kasus  tersebut telah dilaporkan /diadukan kepihak Kepolisian, 

disinilah pentingnya diskresi/kebijakan pihak POLRI mensikapi daripada kasus 

itu.  

 

Pihak POLRI dalam menghadapi kasus-kasus tertentu seperti di atas, bukan hanya 

mengambil sikap ―perkara ini harus  dilanjutkan  ke tingkat  yang  lebih  tinggi  

demi  mengejar  target banyak nya perkara yang diajukan ke kejaksaan‖. Tetapi 

terhadap  kasus-kasus tertentu alangkah baiknya tindakan POLRI (kasus keributan 

antar tetangga dan kasus kenakalan remaja) mengumpulkan kedua belah pihak 

yang bersengketa/bermasalah bersama-sama  POLMAS dan Babinkamtibmas, dan 

pihak sekolah serta orang tua duduk bersama mendengar dan menyimak dari 

masing-masing pihak apa  yang menjadi permasalahan.  

 

Kemudian dari permasalahan yang ada dibahas bersama  guna mencari solusi 

pemecahan. Bila ada kesepakatan dimana masing–masing isi kesepakatan 

terpenuhi  maka kepolisian  bersama–sama dengan pihak yang bersengketa serta 

dengan POLMAS, pihak sekolah, orang tua dan babinkamtimbas dapat   

mengambil suatu kesimpulan. Bahwa perkara ini dapat diselesaikan tanpa harus 

sampai ketingkat persidangan sehingga dalam permasalahan ini kedua pihak yang 

bersengketa dapat merasakan arti daripada apa yang sering kita sebut  keadilan, 

hendaknya sering diadakan sosialisai hukum kepada masyarakat. 
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E. Pola Membangun Kemitraan dengan Masyarakat 

 

1. Mewujudkan kesetaraan 

 

Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi dalam 

arti kata bahwa penyelesaian permasalahan dimasyarakat dapat diselesaikan 

dengan baik manakala ada keterikatan/kerjasama yang baik antara masyarakat 

dengan POLRI. POLRI tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas 

yang kondusif bilamana masyarakat yang ada dilingkungan tidak berperan aktif 

bekerjasama dengan polisi. 

 

Kontek hubungan antara polisi dan masyarakat harus dalam posisi sejajar, tidak 

boleh salah satu lebih dominan. Hubungan yang setara mewujudkan situasi yang 

harmonis sehingga informasi yang dimiliki kedua belah pihak seimbang. 

Keseimbangan informasi sangat berguna dalam menciptakan situasi yang 

kondusif. Berbekal informasi yang tepat dan akurat maka aplikasi kegiatan 

operasional POLRI akan cepat dan tepat sasaran. 

 

Kontek kesetaraan mencegah suatu kejahatan yang terjadi didalam masyarakat 

yang dilakukan oleh POLRI bukan merupakan perangkat teknis kepolisian namun 

berupa konsep yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dimengerti dan 

dilaksanakan bersama-sama antara aparat kepolisian dengan segenap lapisan 

masyarakat. Oleh sebab itu setiap Babinkamtibmas POLRES Metro harus 

mempunyai kemampuan pemahaman Ilmu Sosial Kemasyarakatan, melalui : 

a. Pendekatan sosial 

 Pemahaman tentang kondisi masyarakat yang dominan melakukan berbagai 
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pelanggaran norma-norma sosial dan ketentuan hukum, yang rawan 

terjadinya tindak pidana ataupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang 

lainnya. 

b. Pendekatan situasional 

 Pemahaman tentang situasi dan kondisi di masyarakat yang cenderung 

mengakibatkan terjadinya kejahatan. 

c. Pendekatan kemasyarakatan 

 Pemahaman untuk menggali potensi masyarakat yang bisa diberdayakan 

untuk menciptakan pengamanan swakarsa ataupun sebagai sosial kontrol 

terhadap pencegahan kejahatan. 

 

2. Mewujudkan Per POLMAS 

 

Tugas utama para Babinkamtibmas POLRES Metro adalah mengaplikasikan 

kegiatan Per- POLMAS kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai dasar acuan 

adalah Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Pol. : Skep/737/X/2005, menerangkan 

tentang Per- POLMAS yaitu Pemolisian Masyarakat yang mengandung arti kata 

Polisi dan Masyarakat. Polisi dan masyarakat merupakan bagian dari sebuah 

komunitas yang saling terkait khususnya masalah penciptaan situasi kamtibmas 

yang kondusif. Hal ini dikandung maksud bahwa kedudukan POLRI dengan 

masyarakat (mitra) sejajar dalam menata situasi kamtibmas yang kondusif melalui 

berbagai kegiatan antara lain, mengaktifkan siskamling, pengamanan swakarsa, 

memecahkan permasalahan kamtibmas melalui musyawarah POLMAS, 

saran/kritik/masukan kepada POLRI dll. 

 



 

 

 

38 

Konsep Per-POLMAS merupakan falsafah manajerial untuk mendorong 

kemitraan dalam suatu komunitas, antara pemerintah, masyarakat, dan polisi 

dalam memecahkan permasalahan kamtibmas secara proaktif, serta keterlibatan 

komunitas untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan isu-isu 

komunitas lainnya. Konsep POLMAS mencakup 2 (dua) unsur, yaitu  pemolisian 

dan masyarakat. Pemolisian merupakan segala hal ikwal tentang penyelenggaraan 

kepolisian dan masyarakat sebagai sasaran kegiatan selaku patner/mitra polisi. 

Keberhasilan pelaksanaan POLMAS terletak pada kemitraan (partnership) dengan 

kelompok masyarakat (community). Kemitraan mengindikasikan adanya dua 

orang atau lebih yang melakukan kerjasama dalam suatu pekerjaan yang telah 

disepakati bersama.  

 

3. Pembagian peran dan tugas 

 

Upaya membangun tatanan kemitraan POLRI dengan masyarakat yang 

diwujudkan melalui Per- POLMAS, antara POLRI dengan masyarakat perlu 

dibuat secara jelas peran dan tugas masing-masing sesuai dengan Peraturan 

KaPOLRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan 

Implementasi POLMAS dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI. Mewujudkan 

kegiatan Per-POLMAS harus saling memahami sudut kepentingan antara 

masyarakat dan POLRI, sehingga kegiatan yang disusun akan memfasilitasi 

kepentingan masing-masing pihak. Namun  kepentingan yang sepakati harus 

sesuai dengan tujuan awal dibuatnya program Per-POLMAS yaitu terciptanya rasa 

aman dimasyarakat dan terhindarinya rasa takut masyarakat terhadap ancaman 

suatu kejahatan. Peran dan tugas masyarakat, antara lain : 
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a. Masyarakat menyelenggarakan pam swakarsa dilingkungan tempat tinggal 

masing-masing.  

b. Masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan pengaktifan siskamling yang 

berperan sebagai pemberi informasi kamtibmas kepada POLRI. 

c. Menginformasikan gangguan kamtibmas diwilayahnya kepada aparat 

kepolisian. 

d. Sebagai motor penggerak terbentuknya pam swakarsa yang diprakarsai oleh 

masyarakat. 

 

Peran dan tugas Babinkamtibmas POLRES Metro dalam rangka pengembangan 

program Per-POLMAS, antara lain : 

a. Menyusun program penciptaan kamtibmas yang melibatkan masyarakat dan 

mengevalusi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. 

b. Menginformasikan perkembangan kamtibmas kepada masyarakat sehingga 

masyarakat mengetahui perkembangan kamtibmas dilingkungannya. 

c. Menampung dan menyalurkan aspirasi/informasi masyarakat untuk ditindak 

lanjuti. 

d. Membangun jaringan POLMAS di seluruh kelurahan yang ada di kota 

Metro. 

 

F. Pola Membangun Kerjasama 

 

POLRES Metro dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, 

melaksanakan kerjasama dengan seluruh potensi masyarakat diwilayah hukum 

POLRES Metro. Sebagai langkah awal perlu adanya komitmen/kesepakatan untuk 

bekerja sama yang dilandasi oleh persamaan Visi dan Misi antara POLRI dan 
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masyarakat. Kesepakatan untuk menata situasi kamtibmas yang kondusif di 

wilayah hukum kota Metro, sesuai peran masing-masing dan saling bekerjasama. 

Wujud dari kerjasama antara POLRES  Metro dengan potensi masyarakat antara 

lain : 

1. Membangun POLMAS disetiap kelurahan diseluruh wilayah kota Metro. 

2. Menyamakan persepsi tentang mekanisme kegiatan, sasaran kegiatan dan hasil 

yang diperoleh dengan adanya POLMAS. 

3. Merumuskan permasalahan gangguan kamtibmas yang dihadapi dan solusi 

pemecahan permasalahannya. 

4. Menata pam swakarsa melalui pengaktifan kembali pos kamling di setiap 

kelurahan. 

5. Memberdayakan tokoh agama untuk memberi bekal rohani kepada para 

Babinkamtibmas melalui kegiatan keagamaan sesuai agama dan 

kepercayaannya. 

 

Model POLMAS dapat mengambil bentuk : 

1) Model Wilayah, yaitu satu atau gabungan beberapa area/  kawasan 

pemukiman (RT, RW/Kelurahan/Kelurahan/Desa).Pembentukan POLMAS 

model ini harus lebih didasari pada   Kehendak warga/tokoh masyarakat itu 

sendiri, walaupun dalam  prosesnya bisa saja atas prakarsa dan dorongan 

polisi. 

2) Model Kawasan, yaitu satu kesatuan area kegiatan bisnis dengan pembatasan 

yang jelas, seperti mall/ pusat perdagangan, pertokoan, perkantoran dan 

kawasan industri. Pembentukan POLMAS model ini dapat diprakarsai oleh 

dan atas inisiatif bersama antara polisi dan tokoh masayarakat setempat. 
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Perangkat yang merupakan prasyarat pembentukan POLMAS  meliputi : 

1) Adanya seorang petugas POLMAS yang ditugaskan secara tetap untuk model 

ke wilayah dan sejumlah petugas yang ditugaskan secara tetap untuk model 

kegiatan. 

2) Model kawasan mempersyaratkan adanya ―Pos‖ atau balai sebagai pusat 

pelayanan kepolisian, sedangkan model wilayah dapat memanfaatkan fasilitas 

yang tersedia pada kantor kelurahan/desa atau tempat tinggal petugas 

POLMAS. 

3) Adanya suatu forum kemitraan yang keanggotaannya mencerminkan 

keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas POLMAS dan 

pemeritah setempat. 

 

Pembentukan POLMAS harus dilakukan bersama oleh 3 (tiga) pilar utama 

POLMAS yaitu: 

1. Unsur masyarakat yang dalam pembentukannya diwakili oleh tokoh-tokoh dan 

dalam operasionalisasinya oleh Forum Kemitraan POLMAS. 

2. Unsur POLRI yang dalam pembentukannya diwakili oleh Kapolsek/staf dan 

dalam operasionalisasinya oleh petugas POLMAS.  

3. Unsur pemerintah daerah yang dalam pembentukannya diwakili oleh 

camat/staf bersama lurah/kepala desa/badan perwakilan kelurahan/desa dan 

dalam operasionalisasinya oleh lurah/kepala desa. 

 

Prinsip-prinsip yang harus diwujudkan dalam operasionalisasi POLMAS 

meliputi : 

a. Transparansi dan Akuntabilitas 
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Operasionalisasi POLMAS oleh petugas POLMAS dan forum Kemitraan 

POLMAS harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. 

b. Partisipasi dan Keselarasan 

Operasionalisasi POLMAS oleh petugas dan forum kemitraan polisi 

masyarakat harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara dan saling 

membutuhkan, saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga 

dalam proses pengambilan keputusan serta saling menghargai perbedaan 

pendapat. 

c. Personalisasi 

Petugas POLMAS dituntut untuk menciptakan hubungan yang dekat dan 

saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih 

menekankan pendekatan pribadi dari pada hubungan formal.  

d. Penugasan Permanen 

Penempatan anggota POLRI sebagai petugas POLMAS merupakan penugasan 

permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki 

kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di 

kelurahan/desa. 

e. Desentralisasi dan Otonomisasi 

Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada petugas POLMAS dan 

Forum Kemitraan POLMAS harus bersifat mandiri (otonom) dan independen 

dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah dan penyelesaian 

tindak pidana ringan/konflik antar warga maupun antar warga dengan polisi 

dan pejabat setempat. 
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Prasyarat Keberhasilan Pelaksanaan POLMAS :  

a. Keefektifan operasionalisasi POLMAS ditentukan oleh hal-hal/kondisi 

sebagai berikut : 

1. Perubahan persepsi dikalangan segenap anggota kepolisian setempat 

bahwa masyarakat adalah pemilik (stakeholder) bukan saja kepada siapa 

polisi memberikan layanan tetapi juga kepada siapa mereka bertangung 

jawab. 

2. Pelaksanaan tugas anggota satuan fungsi operasional POLRI harus dijiwai 

dengan semangat ―melayani dan melindungi‖ sebagai suatu kewajiban 

Polisi. 

3. Perubahan pendekatan manajerial yang meliputi : 

a) Kapolsek bertanggung jawab untuk menunjang keberhasilan 

pelaksanaan tugas POLMAS. 

b) KAPOLRES bersama staf terkait bertanggung jawab untuk 

mengusahakan dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang 

diperlukan untuk pemecahan masalah. 

4. Kerja sama dan dukungan pemerintah daerah/DPRD termasuk pemerintah 

desa serta komponen terkait yaitu: instansi pemerintah terkait, pengusaha, 

lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (termasuk LSM) dan media masa 

(media cetak dan elektronik). 

 

Kerja sama dan dukungan sebagaiman dimaksud pada  butir 4. diatas menyangkut 

pesan dan hal-hal sebagai berikut : 

1. Unsur POLRI 
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a. Menyiapkan petugas POLMAS terutama dengan memberdayakan 

Babinkamtibmas (yang lama) yang sudah dilatih dan diangkat secara 

khusus untuk jabatan tersebut. 

b. Menyiapkan peralatan/perlengkapan petugas POLMAS termasuk barang-

barang bekal untuk keperluan administrasi. 

c. Mengusahakan dukungan anggaran dari instansi pemerintah lain seperti 

Bappenas , Depkeu, dan Depdagri. 

d. Menyediakan/menyalurkan dukungan anggaran petugas POLMAS untuk 

tunjangan khusus/fungional dan biaya operasionalisasi. 

e. Mengawasi dan mengarahkan operasionalisasi POLMAS. 

2. Unsur Masyarakat 

a. Merangsang dan mendorong tumbuhnya minat dan kesadaran warga 

masyarakat untuk bekerja bersama membangun kemitraan dengan POLRI 

dan Pemerintah daerah/desa/kelurahan dalam memecahkan berbagai 

masalah sosial khususnya aspek ketertiban umum. 

b. Mengusahakan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan fasilitas 

pusat kegiatan POLMAS sebagai Balai Kemitraan Polisi Masyarakat 

(BKPM). 

c. Menjadi mitra aktif serta penyedia sumber daya manusia dan material 

termasuk sukarelawan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk 

menangani berbagai masalah sosial dan kejahatan sehingga menjamin 

penyelesaian pertikaian antar warga pada tatanan kehidupan masyarakat 

lokal dan timbulnya daya cegah jangka panjang. 

3. Unsur Pemerintah Daerah/Desa 
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a. Camat/staf bersama pemerintah desa/kelurahan dan lembaga Perwakilan 

Desa/Kelurahan diharapkan : 

(1) Mengambil langkah-langkah persiapan dalam pembentukan 

POLMAS bersama KAPOLSEK/staf. 

(2) Memantau operasionalisasi POLMAS dan mengkoordinasikan 

dengan unsur POLRI  dalam hal mengantisipasi adanya kendala yang 

dihadapi. 

(3) Memberikan atau mengusahakan adanya dukungan dana, tenaga dan 

pemikiran untuk pemecahan berbagai masalah yang dikoordinasikan 

oleh POLMAS dalam hal penggalangan dukungan pemerintah. 

b. Kepala desa/lurah diharapkan menghadiri rapat-rapat POLMAS dan ikut 

memberikan masukan jika diperlukan. 

c. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

diharapkan : 

(1) Menyediakan/mengusahakan dukungan dana untuk biaya operasional 

(rapat/aktivitas) POLMAS. 

(2) Mengusahakan adanya dukungan alokasi anggaran untuk 

kegiatan/proyek serta pemecahan berbagai permasalahan yang 

direkomendasikan oleh POLMAS. 

4. Pelaku Bisnis 

Pelaku Bisnis (pengusaha) merupakan salah satu komponen yang dapat 

mendukung penyediaan dana yang sifatnya tidak mengikat serta dapat 

menyediakan sumber daya manusia dalam bentuk tenaga sekuriti dan 

pengamanan swakarsa. 
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5. Lembaga-lembaga lain 

Lembaga-lembaga lain seperti : Perguruan Tinggi, Sekolah, Rumah Sakit, 

Penyedia Jasa Sosial, Pusat Kesehatan Mental dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat, dapat menjadi penyedia berbagai jasa pendukung bagi kelancaran 

dan keberhasilan POLMAS. 

6. Media 

Media merupakan komponen yang tidak kalah penting yang dapat membantu 

mendidik masyarakat agar menjadi mitra aktif polisi. Media juga penting 

dalam mendorong pembentukan opini masyarakat dan mengekspos peran serta 

masyarakat dalam POLMAS. 

 

Pembinaan keamanaan dan ketertiban di wilayah hukum Kepolisian Kota Metro, 

beserta jajarannya melakukan kegiatan pencegahan kejahatan melalui tiga 

pendekatan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendekatan sosial yaitu segala perhatian dan kegiatan ditujukan untuk 

menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk 

melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah populasi umum 

(masyarakat) atau pun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai 

resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran;  

2. pendekatan situasional, yaitu segala perhatian diarahkan untuk mengurangi 

kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran; 

3. pendekatan kemasyarakatan, yaitu segala langkah ditujukan untuk 

memperbaiki kapasitas masyarakat untuk menggunakan control social 

informal. 

 



 

 

 

47 

Ketiga pendekatan pencegahan kejahatan tidak dapat dikatakan sebagai bagian 

yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak. Tetapi 

lebih merupakan pendekatan pencegahan kejahatan didahului dengan kegiatan 

penelitian/penyelidikan terhadap anatomi kejahatan. Setelah melakukan analisa 

maka kepolisian dapat menentukan pendekatan pencegahan selanjutnya 

menentukan cara bertindak yang paling efektif dan efisien. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu 

pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan literatur serta bahan- bahan hukum berdasar surat keputusan No. 

Pol:SKEP/431/VII/2006 tentang pedoman pembinaan personil pengemban fungsi 

Perpolisian Masyarakat, surat keputusan Nomor Pol : SKEP/432/7/2006 tentang 

penduan pembentukan dan operasionalisasi perpolisian masyarakat. UU No.2 

Thn.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. KEPRES RI No. 70 

Thn. 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 3 Thn. 2005 tentang 

perubahan atas UU Republik Indonesia No. 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. UU No. 8 Thn. 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

 

Keputusan kaPOLRI No. Pol : KEP/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Tentang 

organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat markas besar 

Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya. UU Nomor 27 

tahun 1999 Tentang perubahan kitab UU hukum pidana yang berkaitan dengan 

kejahatan terhadap keamanan negara. Peraturan Pemerintah no. 27 Thn. 1983 
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tentang pelaksanaan kitab UU hukum acara pidana. Selanjutnya  pendekatan 

yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih 

jauh mengenai pelaksanaan dan penerapan serta kebijakan di lapangan terhadap 

kasus-kasus tertentu dari aspek hukum pidana. 

 

B.  Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lapangan dan 

kepustakaan. Sedangkan jenis data meliputi data sekunder dan data primer sebagai 

data pelengkap dan pembanding. 

 

1. Data primer.  

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelusuran lapangan dan 

wawancara dengan Kepolisian, Jaksa dan hakim yang pernah menangani perkara-

perkara Pasal 310, Pasal 335, dan Pasal 352 KUHP, serta dengan masyarakat yang 

bertikai / berselisih juga dengan tokoh-tokoh (agama, pemuda), lurah dan para 

pengurus POLMAS. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang 

digunakan peneliti untuk membandingkan mengenai peran POLMAS di 

masyarakat dengan peran POLISI di wilayah setempat sehingga mengetahui 

batasan wewenang POLMAS agar tidak melebihi batas atau dapat disalah 

gunakan.  

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari perpustakaan dan 

dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang 

tersedia sudah dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya 
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disediakan diperpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data sekunder dibedakan 

menjadi :  

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa 

Peraturan Perundang-undangan. dalam penelitian ini terdiri dari : 

1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Repubik Indonesia 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan langsung dengan 

masalah yang diteliti yaitu pemolisian masyarakat, seperti Surat Keputusan 

KAPOLRI No. Pol: SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi 

Penerapan POLMAS, Keputusan KaPOLRI No. Pol: SKEP/431/VII/2006 

tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengemban Fungsi POLMAS, 

Keputusan KAPOLRI No. Pol: SKEP/432/VII/2006 tentang Fungsi-fungsi 

Operasional POLRI dengan Pendekatan POLMAS, Keputusan KAPOLRI No. 

Pol: SKEP/433/VII/2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi 

POLMAS.  

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

lebih dikenal dengan nama acuan bahan hukum, misalnya Kamus  Hukum, 

indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan hasil 

pencarian data melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak 

diteliti. 
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C. Penentuan Populasi dan Sampel 

                     

Di dalam menentukan Populasi yang akan diteliti digunakan pengambilan sampel 

berupa purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan , yang berarti dalam 

menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap 

telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak dicapai. Sample bertujuan 

ini selalu melandaskan diri pada informasi – informasi dan pengetahuan yang 

telah diperoleh/dicek mengenai ciri-ciri khusus dari suatu populasi. Adapun yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah di bawah ini : 

1. Kepolisian Babin Kamtibmas   = 5 orang 

2. Masyarakat Metro Barat   = 1 orang 

3. Masyarakat Metro Pusat   = 1 orang 

4. Masyarakat Metro Selatan   = 1 orang 

5. Masyarakat Metro Timur   = 1 orang 

6. Masyarakat Metro Utara   = 1 orang + 

    Jumlah                 10 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 
 

 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu :  

1. Studi pustaka 

Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami dan 

mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, 

peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. 
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2. Studi lapangan  

Hal ini dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara , yaitu tehnik 

pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk 

mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan yaitu kepada:  

a. Kepolisian melalui POLMAS dalam menangani perkara penghinaan, 

penganiayaan ringan dan perbuatan tidak menyenangkan. 

b. Masyarakat  yang pernah bertikai/ berselisih . 

c. Tokoh-tokoh agama, pemuda yang pernah turut menyelesaikan secara 

kekeluargaan terhadap mereka yang bertikai/berselisih. 

d. Lurah . 

 

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan 

langkah - langkah sebagai berikut dibawah ini :  

a. Editing,  pada tahap ini data yang terkumpul diperiksa apakah sudah sesuai 

dengan permasalahan. Kemudian dilihat kesempurnaan data tersebut apakah 

sudah lengkap atau belum. Terakhir apakah data tersebut relevan dengan 

masalah yang akan dipecahkan. 

b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok – kelompok yang 

ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan . 

c. Sistematika data, yaitu, penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. 

d. Analis Data 
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E. Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data secara rinci, 

lengkap, jelas, dan komprehensif tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Kemudian data 

dan informasi dari penelitian mengenai pendapat responden ke dalam bentuk 

penjelasan yang mudah dibaca dan diinterprestasikan secara induktif. Induktif 

adalah suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang 

didasarkan  atas fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini.  
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum POLMAS di  Kota Metro 

  

Pada tanggal 13 Oktober 2005 sejak berlakunya Surat Keputusan KAPOLRI No. 

Pol : SKEP/737/X/ 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan POLMAS, 

seluruh Polda telah melakukan penjabaran sesuai kondisi wilayah masing-masing.  

Namun demikian, pada awal Agustus 2007 yang lalu, para KAPOLDA menerima 

hasil evaluasi pelaksanaan  POLMAS dari KAPOLRI.  Adanya kesan belum 

optimalnya penerapan POLMAS oleh seluruh Polda dan jajarannya di masyarakat. 

 

Sebagai model yang baru, namun terbukti berhasil dilaksanakan secara baik oleh 

beberapa negara, maka perpolisian masyarakat dengan dukungan PRESIDEN RI 

melalui KOMPOLNAS diterapkan sebagai salah satu strategi dalam 

menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keputusan 

KaPOLRI terkait POLMAS adalah: 

1. Surat Keputusan KaPOLRI No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 

2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat 

Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI; 

2. Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol: Skep/431/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 

tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Perpolisian 

Masyarakat (POLMAS); 
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3. Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 

tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional POLRI Dengan 

Pendekatan Perpolisian Masyarakat (POLMAS); 

4. Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol: Skep/433/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 

tentang Panduan Pembentukan Dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat 

(POLMAS). 

 

Berdasar hasil penelitian penulis, Kota Metro adalah kota yang terdiri dari 5 

kecamatan dan 22 kelurahan, Kota Metro memiliki luas wilayah yang amat 

terjangkau dan kultur masyarakat yang kompak untuk itu sangat efektif dan 

efesien sekali dalam penerapan POLMAS disamping tingkat SDM yang baik 

sehingga menjadikan Kota Metro Percontohan pelaksanaan POLMAS.  Tujuan 

POLMAS adalah untuk mencegah serta menanggulangi kriminalitas dan 

ketidaktertiban, dengan mengkaji secara seksama karakteristik persoalan yang ada 

dalam masyarakat dan menerapkan solusi yang tepat bagi penanggulangannya. 

Keberhasilan penerapan POLMAS di masyarakat bisa diukur dan dievaluasi 

melalui beberapa parameter yang obyektif maupun yang subyektif. Keseriusan 

kepolisian  dalam pembentukan POLMAS  dimasing-masing kelurahan, yaitu: 

1. Kecamatan Metro Pusat: 

a. Kelurahan Metro; 

b. Kelurahan Imopuro; 

c. Kelurahan Hadimulyo Timur; 

d. Kelurahan Hadimulyo Barat; 

e. Kelurahan Yosomulyo. 

2. Kecamatan Metro Utara 

a. Kelurahan Banjar Sari; 

b. Kelurahan Purwosari; 

c. Kelurahan Purwoasri; 

d. Kelurahan Karang Rejo. 
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3. Kecamatan Metro Timur: 

a. Kelurahan Iring Mulyo; 

b. Kelurahan Yosodadi; 

c. Kelurahan Yosorejo; 

d. Kelurahan Tejo Sari; 

e. Kelurahan Tejo Agung. 

 

4. Kecamatan Metro Barat: 

a. Kelurahan Ganjar Agung; 

b. Kelurahan Ganjar Sari; 

c. Kelurahan Mulyo Jati; 

d. Kelurahan Mulyo Sari. 

 

5. Kecamatan Metro Selatan: 

a. Kelurahan Sumber Sari Bantul; 

b. Kelurahan Rejo Mulyo; 

c. Kelurahan Margorejo; 

d. Kelurahan Margodadi. 

 

 

Teori POLMAS berdasarkan  sponsor  normatif dan teori  sosial kritis, teori 

sponsor normatif menyatakan  bahwa sebagian  besar orang  memiliki kemauan  

baik dan bersedia untuk bekerja sama dengan orang lain demi memenuhi 

kebutuhan mereka (Sower, 1957 dalam Jenderal Pol Drs. Sutanto.dkk, 2008:10). 

Konsep  POLMAS  dirujuk  dengan  berbagai  macam pendapat  akan POLMAS  

ini, maka  dapat  diuraikan sedikit mengenai definisi istilah POLMAS  menurut  

Lembaga Kepolisian, individu dan Pihak – Pihak lain. Kutipan  definisi 

dilanjutkan   dengan uraian mengenai konsep, teori dan falsafah  POLMAS antara 

lain : 

a. Polisi  di Ontario, Kanada  merumuskan sebagai berikut : 

POLMAS adalah   Pemberian  jasa pemolisian, yang berasal  dari kemitraan 

masyarakat  dan  polisi  yang mengidentifikasi dan memecahkan  berbagai  isu 

dalam rangka mempertahankan tertib sosial. 
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b. Trojanwicz  dan  Carter merumuskan sebagai berikut  : 

POLMAS dapat di definisikan sebagai suatu  falsafah  dan bukan  suatu  taktik  

khusus, suatu  pendekatan  yang bersifat proaktif  dan terdesentralisasi, yang 

dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan akan 

kejahatan, dengan melibatkan  petugas  yang sama di masyarakat  tertentu  

selama jangka  waktu yang lama. 

c. Definisi  Dinas Kepolisian  Cornersville  

 POLMAS adalah  falsafah yang melingkupi  seluruh  organisasi  serta 

pendekatan  manajemen  yang mendorong  kemitraan komunitas, pemerintah 

dan  polisi, pemecahan masalah  proaktif, dan keterlibatan  komunitas  untuk 

mengatasi  sebab – sebab kejahatan, ketakutan  akan kejahatan  dan isu – isu  

komunitas, memberi   layanan sosial  darurat  dan rujukan bagi mereka  yang 

beresiko bahaya dan lainnya. 

 

 

B. Peran  POLMAS Dalam Mendukung  Penegakan  Hukum di Kota  Metro. 

 

 

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi 

seseorang atau status dengan ciri – ciri yaitu : adanya sumber daya pribadi dan 

seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia. 

(Soerjono Soekanto, 1982:69). 

 

POLMAS adalah suatu  falsafah  dan bukan  suatu  taktik  khusus, suatu  

pendekatan  yang bersifat  proaktif dan  terdesentralisasi, yang dirancang  untuk 

mengurangi  kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan dan kejahatan,  dengan 

melibatkan  petugas  yang sama  di masyarakat  tertentu  selama jangka  waktu  
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yang lama ( Susan  Trojanowicz dan Robert  Trojanwicz, dalam Sutanto, 

Hermawan Sulistyo dan Tjuk Sugiarso, 2007 ). 

 

Polisi  dan masyarakat   adalah  dua  subyek sekaligus obyek yang tak mungkin 

terpisahkan,  Polisi  lahir karena adanya  masyarakat, dan masyarakat  

membutuhkan kehadiran  Polisi, guna  menjaga ketertiban, keamanan dan 

keteraturan masyarakat itu sendiri. Demikianlah  teori lahirnya polisi (Polite 

Yunani Kuno), sampai pada lahirnya teori kepolisian modern ini. Karena  itu, ada 

negara  yang tidak memiliki salah satu  angkatan perangnya, akan tetapi  tidak ada 

satu negara pun yang  tidak memiliki  angkatan kepolisian sebagai penertib, 

pengayom  dan penegak hukum dalam suatu negara. Teori ini  diperkuat  oleh  

sejarah berdirinya negara – negara di dunia. 

 

POLRI  tidak akan berhasil  dengan  baik  menata  situasi  kamtibmas  yang  

kondusif  bilamana  masyarakat  yang ada  di lingkungan  sekitarnya tidak  

berperan  aktif  bekerjasama  dengan  polisi.  Berdasarkan  data  yang penulis  

peroleh  dari  Kepolisian  Kota Metro, sepanjang tahun  2009 Pemolisian  

Masyarakat  yang  dibentuk  atas  kerjasama kemitraan  antara  kepolisian dengan  

masyarakat  melalui  Forum  Komunikasi  Polisi  dan Masyarakat (selanjutnya  

disingkat dengan  FKPM) di Kota Metro  telah berhasil  membantu  kerja polisi  

dengan  menyelesaikan  14  kasus  secara  musyawarah  yang  terdiri  dari  

pelanggaran, tindakan  pidana  ringan  dan kejahatan  ringan.  

 

Penulis berpendapat bahwa POLMAS  bertujuan untuk  mencegah  dan  

menangani  kejahatan  dengan  cara  mempelajari  karakteristik  maupun  

permasalahan yang  ada  dalam lingkungan  tertentu.  Hasil  yang  diperoleh  akan  
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dianalisis  dan dipecahkan  secara  bersama  sama, melalui kemitraan  yang 

dibangun, oleh polisi  dan masyarakat. Membangun  dan membina  rasa  saling  

percaya  adalah  tujuan  utama  dalam  membina  kemitraan  dengan masyarakat.  

Polisi  harus  mengakui  pentingnya  makna  kemitraan  dan kerja sama dengan  

masyarakat serta  keuntungan  yang  bisa  diraih  kerjasama  tersebut. Sementara 

itu, masyarakat  juga  harus  mengakui  perlunya  menciptakan  kemitraan  yang  

kuat  dengan  kepolisian  untuk menciptakan  wilayah  aman, tertib  serta  bebas  

dari rasa  takut.   

 

Adapun  faktor  yang mempersulit  terciptanya  rasa  saling  percaya antara polisi  

dengan  masyarakat  Indonesia.  Telah  sekian  puluh tahun  masyarakat  menilai 

sistem  perpolisian yang cenderung militaristik.    Tindakan  dan  perilaku  aparat  

POLRI  yang  melenceng di tengah  kehidupan masyarakat, tidak tegas, tebang 

pilih dalam  penanganan  kasus  , yang  semakin  menjadikan masyarakat  timbul 

ketidakpercayaan  pada  polisi.  Sehubungan  dengan banyaknya kasus  seperti  

tersebut memicu  agar dicarikan solusi  terbaik  bagi masyarakat   dalam  

penegakan  hukumnya  tetapi  dalam  prakteknya  terkadang POLRI bertindak 

arogan  dalam  penyelesaian    kasus – kasus  yang dihadapi.  Sebaliknya  pada 

POLMAS   mencerminkan  perubahan  di dalam  cara berpikir  yang menyangkut 

pemberian jasa  kepolisian  secara efektif dengan  penekanan pada pencapaian  

tujuan.   

 

Peran POLMAS yakni menekankan  gaya administrasi  yang sangat  berbeda di 

bandingkan  model pemolisian  sebelumnya.  Implikasi  peran  POLMAS  jauh  

lebih luas  dari sekedar  mengurangi  angka  kejahatan  di masyarakat, karena  
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juga  berlangsung  perubahan  mendasar  dalam  pelaksanaan pemolisian dan gaya 

administrasi yang menyertai  program – program POLMAS.  Ada  beberapa  

syarat  untuk  menerapkan  strategi POLMAS antara  lain :  

c. Suatu  organisasi  dapat menerapkan  program POLMAS, meskipun  belum 

tentu  seorang  atasan  merasa  mudah menugaskan  seorang  anggota  polisi  

untuk  menerapkan  program  tersebut. 

d. Kultur  organisasi  di dalam  tubuh  kepolisian  mungkin  belum  dapat  

menganut  dan menerapkan  strategi POLMAS. Organisasi harus  mengadopsi  

gaya organisasi  yang lebih  demokratif   jika  ingin  menerapkan  strategi  

POLMAS  secara  efektif. Struktur  organisasi  polisi  tradisional  dicirikan 

sebagai  organisasi  paramiliter  yang kaku  dan tersentralisasi.  Prakarsa 

POLMAS  memberi peluang  bagi adanya  perubahan  gaya organisasi , 

dengan  penekanan  pada  umpan balik  dari  bawahan yang berpangkat  lebih  

rendah. Dalam  beberapa  kasus, bahkan  mengganti  anggota  polisi  dengan  

orang – orang sipil  untuk  menjalankan  tugas  administratirf, teknis dan 

profesional. 

 

Dapat dianalisis disini bahwa POLMAS berperan guna membelajarkan 

masyarakat untuk sadar hukum, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan di 

lingkungan masyarakat sebagai media menekan laju kejahatan dimana tingkat 

kejahatan berkurang manakala kulitas kehidupan komunitasnya meningkat. 

Namun, tidak serta merta pelaksanaan POLMAS berjalan apik ada temuan 

seorang anggota POLMAS itu bertindak melebihi batas wewenangnya dan dengan 

adanya beliau sebagai POLMAS bukan sebagai penengah tapi menjadi seperti 
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calo yang memanfaatkan situasi permasalahan. Dikarenakan ia tidak memahami 

hakikat tugas dan wewenang seorang POLMAS. 

 

Menurut Teori Peran, peran dapat dibagi menjadi tiga bagian. Peran POLMAS 

bagi masyarakat dalam menanggulangi  tindak pidana ringan pada tahap pra 

penyidikan  yang penulis dapat dari hasil wawancara pada responden, yaitu : 

 

1. Peran Normatif  

 

Drs. Warsono selaku koordinator POLMAS komunitas olahraga di kecamatan 

Metro Pusat, POLMAS bicara mengenai cara menanggulangi munculnya 

kejahatan masyarakat dan mengatasi kejahatan ringan seperti perkelahian, 

penghinaan, kekerasan dalam rumah tangga dll untuk dapat diselesaikan secara 

musyawarah kekeluargaan dengan pernyataan damai di atas materai di setujui 

pihak yang terlibat dan diketahui oleh POLMAS, namun bila tidak dapat 

diselesaikan maka segera dilimpahkan kepada pihak berwajib. 

 

Ketut Sukarta selaku  responden masyarakat, bertindak sebagai Kordinator 

POLMAS komunitas paguyuban di Kecamatan Metro Barat, mengatakan  bahwa 

personil POLMAS merupakan individu-individu yang siap mengabdi secara 

sukarela karena didorong rasa tanggung  jawab sebagai  warga masyarakat karena 

cinta terhadap Kamtibmas dan tidak mengarapkan imbalan materi serta punya 

tanggung jawab sosial tinggi. Personil POLMAS harus memenuhi syarat yang 

telah ditentukan dan umumnya telah diseleksi dan berdasar musyawarah oleh 

pamong/ketua RT/Lurah, tokoh-tokoh masyarakat.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan  Kusnanto, S.Pd. selaku koordinator 

POLMAS komunitas pelajar Kelurahan Sumber Sari Bantul, Kecamatan Metro 

Selatan. Adapun kriteria perekrutan anggota POLMAS tersebut adalah yang 

memenuhi syarat-syarat di bawah ini : 

1. WNI dan Penduduk desa kelurahan setempat, 

2. Berkelakuan baik/tidak tercela, 

3. Berpendidikan umum yang relatif cukup untuk ukuran masyarakat 

lingkungannya, 

4. Kehidupan ekonominya cukup (bukan penganggur), 

5. Usia antara 35 s/d 60 tahun,  

6. Dewasa dalam pemikiran dan berpengetahuan relatif luas, 

7. Mampu berkomunikasi dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat 

pemerintah setempat, 

8. Sehat jasmani dan rohani, 

9. Tidak pernah tersangkut organisasi terlarang maupun perkara pidana, 

10. Diutamakan bagi yang lebih tinggi kesadaran Kamtibmasnya. 

11. Cinta Kamtibmas. 

 

Peran  POLMAS  dalam menangani tindak pidana ringan (Tipiring) berdasar 

perkara yang penulis telaah bersama Heri Sarjono sebagai koordinator kesenian 

POLMAS di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur. Pasal 352 tentang  

penganiayaan menetukan : 

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353, 356, maka penganiyaan yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan 

atau pencarian, diancam, sebagai penganiyaan ringan, dengan pidana penjara 

paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
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rupiah pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan 

itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. 

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.‖ 

 

 

Penulis dapat menganilisis bahwa peran POLMAS diperlukan untuk dapat 

menangani permasalahan masyarakat mengenai kasus-kasus Tindak Pidana 

Ringan (TIPIRING) guna langkah awal penyelesaian melalui metode 

kekeluargaan, musyawarah.  Dimana POLMAS berperan sebagai mediator serta 

fasilitator kepada kedua belah pihak yang terlibat pertikaian untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum melangkah ke petugas penyidik 

dan sidang pengadilan.  

 

Menurut M. Permanto, SE selaku koordinator POLMAS di kecamatan Metro 

Utara dan Briptu Dahlian Hanafi sebagai petugas POLMAS di Kecamatan Metro 

Pusat, menerangkan seorang  penyidik dalam POLMAS berperan sebagai 

Pembina apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh 

POLMAS maka dilimpahkan kepada petugas penyidik yang terdapat di satuan 

wilayah yang ada/POLSEK. Demi mencegah pengalihan tugas penyidik dan 

POLMAS dimana POLMAS sifatnya mencegah timbulnya kejahatan  dan 

menangani tindak pidana ringan (TIPIRING). Namun, selain itu peran POLMAS 

didalam masyarakat bekerjasama dengan POLRI dalam menjaga Kamtibmas, 

adalah antara lain diwujudkan dengan : 

1. Mendukung program pembangunan desa/kelurahan dan program LKMD; 

2. Menerima arahan-arahan yang diberikan Babinkamtibmas dalam rangka 

Kamtibmas, memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan 

laporan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan setempat; 
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3. Mengadakan pertemuan antar anggota POLMAS untuk membahas rencana 

kegiatan serta solusi dalam memecahkan persoalan kamtibmas di daerahnya; 

4. Memberikan penyuluhan dan himbauan secara intensif kepada masyarakat 

lingkungannya berkenaan dengan pentingnya Kamtibmas serta secara tidak 

langsung meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Kamtibmas; 

5. Menetralisir pranata-pranata sosial yang berdampak negatif dan mengarah 

kepada pranata sosial yang berdampak positif di bidang Kamtibmas; 

6. Membaur dengan masyarakat untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah 

sosial terutama yang berdampak negatif, seperti : 

a. Penyimpangan aturan yang ada, 

b. Adanya peredaran gelap pupuk dan insektisida palsu di lingkungannya, 

c. Mengidentifikasi warga dan pendatang yang dicurigai telah melakukan 

kejahatan baik di wilayah sendiri maupun di tempat lain, 

d. Penebangan hutan di luar ketentuan yang berlaku, 

e. Perbuatan pengrusakan lingkungan hidup, 

f. Praktek bank gelap dan pengijonan, 

g. Masalah sosial lain seperti yang berkenaan dengan kepemilikan tanah, 

misalnya penyerobotan, penggusuran, ganti rugi dan lain sebagainya, 

h. Masalah kenakalan remaja dan peredaran gelap narkoba dan miras, 

i. Penyimpangan distribusi Raskin dan subsidi BBM. 

j. Mengevaluasi setiap kegiatan untuk menentukan hasil-hasil yang dicapai. 
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2.  Peran Faktual 

 

Dari penelitian POLMAS di kelurahan Yosomulyo Kec. Metro Pusat, Kota Metro 

hanya terdapat 1 kasus dan itupun diselesaikan dengan baik melalui Surat 

Perdamaian mengenai Perbuatan Tidak Menyenangkan data terlampir , dapat 

dilihat sebagai berikut : 

a.   Tanggal dibuat : Metro Pusat, 22 April 2010 

b.   Identitas Pihak yang bertikai : 

I.    Nama  : Heru Susilo bin Saimin 

 Umur  : 25 Tahun 

 Pekerjaan : Wiraswasta 

 Alamat : Jl. Jambu RT/RW. 044/014, Kel. Yosomulyo Kec. Metro 

Pusat Kota Metro. 

 (Selanjutnya disebut Pihak ke I) 

II. Nama  : Sigit Hartono bin Tukino 

 Umur  : 24 Tahun 

 Pekerjaan : Satpam 

 Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat, 

Kota Metro. 

 (Selanjutnya disebut Pihak ke II)  

 

c.  Modus Operandi 

 

Tersangka melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan dan atau Percobaan 

Perbuatan Jahat yang dilakukan oleh pihak I terhadap istri dari Pihak II yang 

bernama Mimin alias Pipit yang terjadi dikediaman sdri. Mimin alias Pipit pada 
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hari rabu tanggal 21 April 2010 sekira jam 22.30 WIB yang  beralamatkan  Jl. 

Wolter Monginsidi Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat, Kota Metro. 

 

Namun, Antara kedua belah pihak telah sepakat melalui perdamaian, dan telah 

saling memaafkan satu sama lain dan telah berjanji untuk tidak mengulangi 

perbuatan tersebut lagi serta apabila pihak ke I melanggar kesepakatan  dengan  

Pihak ke II dikemudian hari maka pihak ke I siap diproses menurut undang – 

undang  yang berlaku di Indonesia.  

 

JTH. SITOMPUL selaku penyidik POLRES Metro menjelaskan Konsep umum 

dari POLMAS adalah dapat dilihat sebagai falsafah dan sebagai strategi POLRI. 

Sebagai falsafah, perwujudan POLMAS merasuk dalam : 

a. Sikap dan perilaku POLRI; 

b. Menjungjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan; 

c. Menampilkan sikap dan saling menghargai  antara polisi dan sesama 

warga masyarakat; 

d. Menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi 

kepolisian  dan; 

e. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 

 

Analisis dari uraian diatas, peran POLMAS secara faktual  adalah  sebagai  solusi  

cerdas dalam membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat jika 

diterapkan secara pantas, POLMAS berusaha meningkatkan kontrol atas kejahatan 

dengan melibatkan mekanisme control social yang lebih kuat. POLMAS 

dirancang  untuk membangun kendali atas kejahatan sebagai upaya bersama 

(Kolaboratif).  
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3.  Peran  Ideal  

Menurut BRIPTU ROY RUA RAY. L,  sebagai petugas POLMAS dalam 

komunitas masyarakat  mahasiswa  di Kec. Metro Barat,  peran POLMAS  secara 

ideal adalah menyeimbangkan antara reaksi cepat terhadap kejadian kejahatan dan 

situasi darurat dengan upaya proaktif dalam bentuk pemecahan masalah. Salah 

satu tugas POLMAS adalah patroli dialogis di lingkungan mereka. Mereka 

melakukannya dengan berjalan kaki, bersepeda atau memakai motor.  Tujuannya 

adalah untuk membebaskan para petugas dari kungkungan mobil patroli yang 

bergerak cepat, sehingga terjadi kontak langsung yang lebih luas dengan 

lingkungan. 

 

Berdasar penelitian penulis, situasi kamtibmas berbeda di suatu tempat dengan 

tempat lainnya, sehingga struktur organisasi tidak selalu harus sama. Adaptasi 

ditandai dengan desentralisasi pengambilan keputusan, dengan kewenangan 

diberikan kepada satuan – satuan paling bawah. Dengan demikian, kebiasaan lama 

bahwa strategi disusun diatas dan pelaksanaan oleh satuan dibawah harus diubah. 

Satuan bawah harus menyusun rencana dan mengadaptasikan penggunaan 

sumberdaya sesuai kebutuhannya. 

 

Penulis berpendapat bahwa peran POLMAS sangat baik sekali di dalam 

lingkungan masyarakat POLMAS karena menganut kebijakan Desentralisasi, 

sehingga para petugas POLMAS merasa ―memiliki daerah lingkungan sendiri‖. 

POLMAS juga mendesentralisasikan pengambilan keputusan. Hal tersebut bukan 

hanya dengan memberi polisi otonomi dan kebebasan bertindak, tetapi juga untuk 

memberdayakan semua petugas supaya berpartisipasi dalam pemecahan masalah 
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berbasis masyarakat. Namun, terkadang dengan lahirnya POLMAS para 

personilnya sudah sangat bersemangat dan menjiwai tetapi personil POLISI di 

satuan wilayah tersebut terkadang lalai  dan terlalu berpasrah pada POLMAS.  

Keefektifan operasionalisasi POLMAS ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1) Perubahan pendekatan menajerial yang meliputi sebagai berikut di 

bawah ini : 

a) KAPOLSEK bertanggungjawab untuk menunjang keberhasilan 

pelaksanaan tugas POLMAS. 

b) KAPOLRES bersama stap terkait bertanggungjawab untuk 

memperoleh dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang 

diperlukan untuk pemecahan masalah. 

 

2) Perubahan persepsi di kalangan segenap anggota kepolisian setempat bahwa 

masyarakat adalah stakeholder bukan saja kepada siapa polisi yang 

memeberikan pelayanan tetapi juga kepada siapa mereka bertanggungjawab. 

 

3) Pelaksanaan petugas setiap anggota satuan fungsi opersional POLRI harus 

dijiwai dengan semangat ―melayani dan melindungi‖ yang merupakan 

sebagai suatu kewajiban profesi. 

 

4) Kerjasama dan dukungan Pemerintah daerah dan DPRD serta segenap 

komponen terkait, yaitu : instansi pemerintah terkait, pengusaha, lembaga-

lembaga sosial kemasyarakatan dan media massa. 

 

1.  Perbedaan POLMAS Dengan Pemolisian Tim  (Team Policing ) 
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Pemolisian Tim adalah produk dari suatu gerakan  yang disebut pemolisian 

strategis artinya suatu falsafah dalam memerangi kejahatan dengan penekanan 

pada peningkatan efesiensi dan kemampuan tekhnis polisi. Konsep Pemolisian 

Tim secara fundamental lemah. Masalahnya berpangkal pada ketidakmampuan  

polisi mengendalikan  kejahatan, unit kepolisian  yang efisien seringkali tidak 

efektif  lagi di dalam mengurangi kejahatan dibandingkan unit kepolisian yang 

kurang efisien. Polisi itu relative merupakan actor yang lemah dalam lingkungan 

social yang menghasilkan kejahatan . Penelitian menunjukan, bahwa tindakan 

polisi untuk mengatasi kejahatan sering kali secaraa statistic tidak signifikan. 

 

Polisi hanyalah semata – mata bagian dari proses melawan kejahatan. Jadi, polisi 

harus dipandang hanya sebagai perangkat saja, dimana perangat itu bermanfaat 

hanya jika digunakan sebagai instrument di dalam  mencapai sasaran dan tujuan 

yang ingin dicapai. Pemolisian Tim merupakan taktik yang dimaksudkan untuk 

membantu polisi menjalankan peran tradisional memerangi kejahatan secara lebih 

efisien. Taktik ini hanya focus pada tugas tertentu dan akuntubilitas pekerjaan 

yang dilakukan. Tetapi, penekanan seperti ini dapat dianggap gagal sebab 

Pemolisian Tim mungkin hanya efektif dalam upaya memecahkan masalah 

tertentu saja. 

 

Sebaliknya, POLMAS  memanfaatkan Simber Daya Manusia dalam komunitas 

guna berbagai upaya pengendalian kejahatan. POLMAS dirancang  untuk 

membangun kendali atas kejahatan sebagai upaya bersama (Kolaboratif). Kalau 

diterapkan secara pantas, POLMAS berusaha meningkatkan kontorl atas kejahatan 

dengan melibatkan mekanisme control social yang lebih kuat. Jadi esensi 
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POLMAS adalah tingkat kejahatan berkurang manakala kulitas kehidupan 

komunitasnya meningkat.  Maka untuk itu keuntungan penerapan POLMAS 

dalam menjaga KAMTIBMAS : 

a. Berkurangnya tindak kejahatan sehingga meningkatkan ketentraman hidup 

dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. 

b. Polisi semakin lebih akuntabel dan efektif. 

 

Konsep POLMAS pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dalam berbagai konsep 

terdahulu, seperti; Binkamtibmas; Siskamswakarsa; Siskamling; Pokdan 

Kamtibmas dan Forum Silahturami Kamtibmas, yang dalam pengembangannya 

perlu disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat 

yang demokratis. 

 

2. Strategi dan Program Pengembangan POLMAS 

1).  Strategi Internal (POLRI) 

a. Mengembangkan    Sistem   SDM   khusus  bagi  petugas  POLMAS   yang 

meliputi : 

1) Rekrutmen 

2) Pendidikan/pelatihan untuk menyiapkan para pelatih (master trainer) 

maupun petugas POLMAS. 

3) Pembinaan karier secara berjenjang  dari tingkat kelurahan sampai dengan 

supervisor dan Pembinaan POLMAS tingkat POLRES dst. 

4) Penilaian kinerja dengan membuat standar penilaian baik untuk 

perseorangan maupun kesatuan. 
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5) Penghargaan dan Penghukuman 

 

b. Menyelenggarakan Program – program pendidikan dan pelatihan POLMAS 

secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tugas POLMAS. 

d. Menyediakan  dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas 

POLMAS. 

e. Mengembangkan  upaya penciptaan kondisi internal POLRI yang kondusif 

bagi penerapan POLMAS sehingga. 

 1) Setiap aktivitas penyajian pelayanan kepolisian mencerminkan suatu 

pendekatan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam 

rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap POLRI. 

 2) Setiap anggota POLRI dalam tampilan ditempat umum menunjukan sikap 

dan perilaku yang korek serta dalam kehidupan di lingkungan pemukiman 

/ kerja senantiasa berupaya membangun hubungan yang harmonis dalam 

rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap POLRI. 

 

2).  Strategi Eksternal ( Masyarakat )  

 

a. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah  daerah, DPRD dan instansi  

terkait. 

b. Membangun dan mambina kemitraan dengan tokoh – tokoh social termasuk 

pengusaha, media masa dan LSM, dalam rangka memberikan dukungan bagi 

kelancaran dan keberhasilan program – program POLMAS. 

c. Meningkatkan  program – program sosialisasi yang dilakukan petugas 

POLMAS dan setiap petugas pada satuan – satuan fungsi guna meningkatkan 
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kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam mewujudkan 

stabilitas Kamtibmas. 

d. Membentuk  POLMAS sebagai wadah kerja sama dengan masyarakat secara 

langsung  di lingkungannya. 

e. Menyelenggarakan program – program POLMAS  pada komunitas sehingga 

secara bertahap dapat diimplementasikan pada setiap lingkungan kehidupan 

masyarakat lokal. 

f. Membangun jaringan koordinasi dan kerjasama, memberikan bimbingan 

teknis dan arahan serta melakukan penilaian atas keefektifan program 

POLMAS. 

g. Membentuk Pusat Studi POLMAS di lingkungan PTIK yang berfungsi 

sebagai pusat kajian dan informasi serta sarana pengembangan yang berkaitan  

dengan POLMAS. 

 

3).  Program Pengembangan POLMAS 2006 – 2009 

 

a. Tahun  2006 : Tahap Sosialisasi 

1) Mensosialiasikan falsafah, strategi, prinsip, dan program – program 

POLMAS dalam lingkungan POLRI dan Masyarakat. 

2) Mendidik dan melatih master trainers sebagai agen perubahan yang 

nantinya bertugas untuk mendidik para petugas POLMAS dan petugas 

polisi pada satuan kewilayahan dan satuan fungsi lainnya. 

3) Menyiapkan  petugas POLMAS yang akan mewakili pelaksanaan Program 

POLMAS baik dengan meningkatkan kemampuan Babinkabtibmas  yang 

sudah ada maupun mendidik petugas baru.  



 

 

76 

4) Mendorong percepatan penciptaan kondisi internal yang kondusif dalam 

rangka menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap POLRI 

5) Menyesuaikan operasional Program – Progam Binkamtibmas dengan 

konsep POLMAS secara prioritas.  

6) Mengembangkan  Program POLMAS dalam kawasan yang ditetapkan 

oleh masing – masing POLRES secara prioritas 

7) Membangun  dan membina kemitraan dengan pihak terkait baik dengan 

masyarakat, pejabat pemerintah daerah dan DPRD, pelaku bisnis, media 

masa dan lembaga – lembaga social lainnya. 

 

b. Tahun  2007 : Tahap Pengembangan : 

1) Memelihara dan meningkatkan segala sesuatu yang telah disiapkan dan 

dicapai pada tahun 2006. 

2) Meningkatkan jumlah petugas POLMAS 

3) Mengembangkan  program POLMAS dalam wilayah/kawasan sebagai 

kelanjutan dari program yang dilaksanakan . 

4) Mengevaluasi pelaksanaan program – program yang telah dilaksanakan 

pada tahun 2006. 

 

c. Tahun  2008 : Tahap Peningkatan 

1) Mengembangkan  program POLMAS dalam wilayah/ kawasan sebagai 

kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan sehingga warga 

masyarakat dapat berpartisipasi dan mendukung program POLMAS. 

2) Mengevaluasi pelaksanaan program – program yang telah dilaksanakan 

pada tahun 2007  
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d. Tahun  2009 : Tahap Pemantapan  

1) Polres dan jajarannya telah mengimplementasikan  POLMAS seoptimal 

mungkin. 

2) Mengevaluasi pelaksanaan program – program yang telah dilaksanakan 

pada tahun 2008. 

 

Kebijakan Penerapan POLMAS  : 

 

POLMAS bukan hanya semacam program penyelenggaraan fungsi kepolisian 

tetapi merupakan metafora yang menuntut perubahan mendasar kearah 

personalisasi penyajian layanan kepolisian. Melalui POLMAS, dapat 

meningkatkan akuntabilitas polisi dimana lebih mendengarkan saran, harapan, 

masalah, keluhan, dan kritik terhadap perilaku polisi guna mendapat kepercayaan 

warga. Perubahan demikian akan membawa konsekuensi dalam pelaksanaan tugas 

POLRI sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang demokratis . Oleh 

karena itu, penerapan POLMAS hanya direalisasikan pada level local terutama 

lingkungan komunitas yang mencerminkan kehidupan bersama yang 

komunitarian.  

4). Perubahan  Organisasi  Dalam  Rangka  POLMAS 

 

 

Tabel . 1   Perubahan  Model  Pemolisian 

 

 

Pemolisian Tradisional POLMAS  

Bersifat reaktif terhadap kejahatan  Poraktif untuk menyelesaikan masalah 

masyarakat 

Terbatas pada respons atas kejadian Diperluas sehingga meliputi indetifikasi 

dan penyelesaian masalah di 
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yang diterima saja masyarakat 

Patroli acak bermobil untuk merespon 

kejahatan  

Patroli yang terlibat dan berintegrasi 

dengan masyarakat 

Terfokus pada sumberdaya internal  Informasi dari masyarakat datang dari 

berbagi sumber 

Orientasi melakukan supervisi adalah 

untuk mengawasi  

Desentralisasi kewenangan dan 

otonomi ke petugas lini depan  

Pengahargaan berdasarkan pemecahan 

kasus 

Penghargaan berdasarkan evaluasi kerja 

dan juga pada kegiatan memberikan 

pelayanan 

Strategi memberantas kejahatan secara 

hukum (penegakan hukum) 

Gaya pelayanan, berorientasi pada 

masyarakat 

 

Sumber : Perpolisian Masyarakat, Buku Panduan Pelatihan POLMAS Untuk 

Anggota POLRI, Jakarta, Mabes POLRI, 2006, hlm. 11. 

 

 

Jika melihat pada tebel diatas, seiring kemajuan dan perkembangan masyarakat 

maka institusi POLRI harus melakukan penyesuaian dimana dahulu menangani 

tindak kejahatan saja, melalui POLMAS dapat membantu POLRI dalam upaya 

mencegah timbulnya tindak kejahatan tersebut dan penegakan hukum yang lebih 

berorientasi pada penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur musyawarah 

serta orientasi pembinaan masyarakat sadar hukum. 

 

Tabel  2.   Perubahan Strategi  

 

 

Perubahan strategi adalah perubahan data hubungan antara polisi dengan 

masyarakat yang dilayaninya, yang meliputi antara lain :  

Perubahan Strategi 

Dari  Menjadi  

Fokus yang sempit dalam  pencegahan, 

pengendalian dan pemberantasan 

Fokus lebih luas yang meliputi 

pengendalian kejahatan, pelayanan 
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kejahatan (penegak hukum) yang 

dianggap sebagai tanggung jawab 

utama polisi 

masyarakat, pencegahan kejahatan dan 

penyelesaian masalah-masalah dalam  

masyarakat 

Penekanan hanya pada penanganan 

kasus-kasus menonjol (kejahatan 

serius) 

Penekanan pada prioritas pemecahan 

masalah masyarakat yang merupakan 

hasli konsultasi dengan masyarakat 

Pendekatan reaktif terhadap masalah 

kejahatan dan kekerasan 

Keseimbangan antara pendekatan 

reaktif dan proaktif  

Reaksi cepat terhadap semua panggilan 

pelayanan 

Reaksi atas panggilan dilakukan secara 

fleksibel sesuai kebutuhan dan prioritas 

Menangani kejadian secara kasuistik Mengidentifikasi kecendrungan, pola, 

dan tempat rawan kejahatan, serta 

mencoba untuk menangani 

penyebabnya 

Menjaga jarak dengan warga dan 

pendekatan formal/impersonal 

Konsultasi dan hubungan dekat dengan 

masyarakat, pendekatan personal, 

melalui : forum-forum masyarakat 

polisi, patroli dengan frekuensi kotak 

yang tinggi dengan masyarakat, pos-pos 

ditempat terpencil, dan pos-pos 

pelaporan atau pengaduan bergerak 

Mengendapankan teknologi Mengedepankan kebutuhan warga 

dengan dukungan teknologi 

Penekanan pada efisiensi ―melakukan 

sesuatu dengan benar‖ atau ―dong 

things right‖ 

Penakanan pada efektivitas ―melakukan 

sesuatu yang benar‖ atau ―doing the 

right things‖ 

Sumber : Perpolisian Masyarakat, Buku Panduan Pelatihan POLMAS Untuk 

Anggota POLRI, Jakarta, Mabes POLRI, 2006, hlm. 11. 

Tabel  3.  Perubahan  Struktur  Organisasi 

 

 

Untuk melaklukan perubahan struktur harus dilakukan perubahan atas peranan, 

pelaporan, hubungan – hubungan, pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan. 

Tujuan perubahan struktural adalah merumuskan kembali hubungan kerja agar 

strategi dapat diterapkan dengan efektif , 

Perubahan Struktur  
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Dari  Menjadi  

Struktur Sentralistik  Struktur Terdesentralisasi 

Spesialisasi yang ketat Generalisasi disamping spesialisasi 

Standarisasi dan uniformitas Fleksibilitas, inovasi, dan keragaman 

Gaya manajemen otokratik Gaya manajemen partisipatif, anggota 

diberi tanggung jawab dan diskresi 

Mempertahankan  Status Quo Mendorong  perubahan ke arah yang 

lebih baik 

Fokus  pada prosudur jangka pendek Fokus pada dampak strategis jangka 

panjang 

Peranan petugas patroli yang sempit 

dan terbatas 

Peranan  petugas patroli yang lebih luas 

dan pelayanan penuh 

Pendidikan dan pelatihan 

mengutamakan bela diri & kebugaran 

fisik 

Pendidikan dan pelatihan yang 

seimbang antara beladiri dan hubungan 

masyarakat. 

Evaluasi  kinerja didasarkan pada 

kuantitas dan anngka – angka 

Evaluasi kinerja didasarkan pada 

kualitas dan pencapaian sasaran 

 

Sumber : Perpolisian Masyarakat, Buku Panduan Pelatihan POLMAS Untuk 

Anggota POLRI, Jakarta, Mabes POLRI, 2006, hlm. 11. 

 

 

 

 

 

 

Tabel  4.  Perubahan  Budaya 

 

Perubahan budaya meliputi sikap, nilai – nilai, dan norma – norma perilaku 

anggota. Tujuan perubahan budaya adalah mengubah norma perilaku yang 

berkaitan dengan pelayanan terhadap warga, agar sesuai dengan misi dan tujuan 

organisasi , meliputi : 

Perubahan Budaya 
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Dari  Menjadi  

Menekankan  pendekatan  kekuasaan 

dan kekerasan 

Pengendalian Diri (Self Control)  

Penekanan pada hirerarki, pangkat, dan 

kewenangan 

Penekanan pada partisipasi, kreatifitas, 

dan kemampuan beradaptasi. 

Penekanan pada praktek – praktek dan 

prosudur yang berlaku 

Keseimbangan antara kebiasaan lama 

yang masih relevan dengan hal baru 

sepanjang akan mendukung tercapainya 

efektifitas optimal dan menjamin 

pemberian layanan sebaik mungkin 

Patuh  secara membabi buta pada 

aturan dan prosudur. Menunggu 

perintah, tidak memperbolehkan 

kreativitas 

Pengembangan inisiatif dan diskresi 

yang mendasar. Pemecahan masalah 

warga, pelaksanaan tanpa harus 

menunggu perintah dari atas 

Bersifat menentukan  secara  tetap Kemampuan beradaptasi dan 

fleksibilitas 

Sistem  tertutup, tidak ada akuntubilitas Keterbukaan,  menginformasikan 

rencana dan hasil yang telah dicapai 

Solidaritas interal  dan  menganggap 

pihak lawan sebagai lawan 

Profesionalisme dalam  pelaksanaan 

tugas. 

 

Sumber : Perpolisian Masyarakat, Buku Panduan Pelatihan POLMAS Untuk 

Anggota POLRI, Jakarta, Mabes POLRI, 2006, hlm. 11. 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita ketahui bahwa dengan adanya 

POLMAS sangat luar biasa sekali perubahan organisasinya. Meskipun   

penanganan atau penyelesaian masalah terjadi di masyarakat hanya masalah 

pelanggaran, pidana ringan, namun hal ini menurut penulis sangat efektif. Hal ini 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu kenyamanan dan keamanan 

lingkungan sendiri, dengan peran serta masyarakat sangat penting. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, jajaran POLRES Metro, menyadari  bahwa kebijakan yang 
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bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti bagi kecemasan masyarakat 

dan tingkat angka kejahatan. Oleh sebab itu jajaran POLRES Metro harus juga 

bersifat proaktif terhadap gejala sosial yang dialami oleh masyarakat terutama 

menyangkut rasa aman, tentram, menciptakan ketertiban. Upaya tersebut 

dilakukan mengingat berbagai keterbatasan yang dihadapi jajaran POLRES mulai 

dari keterbatasan sumber daya sampai dengan kompleksitas tugas kepolisian  

untuk menjaga kamtibmas sehingga dibutuhkan tindakan kepolisian proaktif yang 

lebih dituntut kerjasama dan mengaktifkan peran masyarakat dalam tugas 

keamanan. 

 

Personil POLMAS juga harus mengidentifikasi dan bekerjasama dengan 

tokoh-tokoh masyarakat yang bersedia terlibat secara terus menerus dalam 

pemecahan masalah di masvarakat. Dengan demikian, warga masyarakat 

menjadi lebuh jelas tentang keadaan lingkungan mereka sendiri. Dan 

keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat setidaknva akan menjadi jembatan 

penyebaran dan sosialisasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.  

 

 

3 .  Wewenang dan Tugas POLMAS 

 

POLMAS adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan 

pendekatan kemanusiaan (humanitic approach) sebagai perwujudan dari 

kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang 

setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan dan ketertiban masyarakat.   

Sebagai falsafah, perwujudan POLMAS merasuk dalam : 
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a. Sikap dan perilaku POLRI; 

b. Menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan; 

c. Menampilkan sikap dan saling menghargai  antara polisi dan sesama warga 

masyarakat; 

d. Menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi 

kepolisian  dan ; 

e. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 

 

Berkaitan dengan terbentuknya POLMAS  wewenang mereka adalah : 

1. Mengambil tindakan Kepolisian secara proforsional dalam hal terjadinya 

perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu. 

2. Menyelesaikan pertikaian ringan/pertikaian antar warga berdasarkan 

kesepakatan bersama antara pihak yang berperkara/ bertikai dan bila 

diperlukan bersama POLMAS. 

3. Mengambil langkah – langkah penertiban jika diperlukan sebagai tindak lanjut 

kesepakatan POLMAS dalam memelihara keamanan lingkungan.  

 

 

Adapun  Tugas pokok  bagi  POLMAS  adalah : 

1. Fungsi deteksi; 

2. Melaksanakan fungsi menyelengarakan fungsi bimbingan dan penyuluhan 

masyarakat; 

3. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum; 

4. Melakukan fungsi reserse criminal secara terbatas; 
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5. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan . 

 

Keberhasilan penyelenggaraan POLMAS diukur dengan menggunakan indikator 

sebagai berikut : 

a. Intensitas kegiatan forum baik pengurus maupun keikutsertaan warganya. 

b. Kemampuan forum untuk menemukan dan mengidentifikasi akar 

permasalahan. 

c. Kemampuan petugas POLMAS bersama forum menyelesaikan permasalahan 

termasuk konflik/pertikaian antar warga. 

d. Kemampuan mengakomodasi keluhan masyarakat. 

e. Intensitas dan ekstensitas kunjungan warga oleh petugas POLMAS. 

f. Menurunnya angka kejahatan. 

g. Kebersamaan dan kepuasan masyarakat atas penerapan pranata POLMAS.  

 

Pelaksanaan POLMAS di wilayah POLSEK membutuhkan komitmen seluruh 

anggota polisi di POLSEK bersangkutan. Penerapan POLMAS harus dirancang 

khusus untuk masyarakat. POLMAS juga harus dilaksanakan dengan menjalin 

kemitraan dengan masyarakat dan harus tanggap kebutuhan masyarakat. Ada 13 

langkah-langkah yang perlu dalam pelaksanaan POLMAS tingkat POLSEK, yang 

dapat mendukung pembentukan POLMAS, yaitu : 

1. Membentuk tim pelaksana. 

2. Melaksanakan audit internal. 

3. Menganalisa informasi yang dikumpulkan selama audit internal. 

4. Melaporkan hasil audit. 

5. Mengembangkan suatu rencana kegiatan yang komprehensif 
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6. Implementasi dan evaluasi. 

7. Menyusun profil masyarakat. 

8. Mengembangkan rencana kegiatan yang komprehensif untuk implementasi 

eksternal POLMAS. 

9. Memfasilitasi langkah-langkah pendirian POLMAS. 

10. Mengadakan rapat umum. 

11. Konsultasi resmi. 

12. Menyusun AD/RT. 

13. Mandat dan fungsi POLMAS. 

 

Pembentukan Tim Pelaksana, harus memenuhi wakil POLSEK, dan 

komponennya, yang terdiri dari : 

a. KAPOLSEK, WAKAPOLSEK, dan KANIT; 

b. Para Babinkamtibmas dari berbagai kelurahan atau desa, 

c. Anggota yang ditunjuk dari masing-masing unit; 

d. Anggota perwakilan dari setiap satuan fungsional seperti reskrim; 

e. Perwakilan dari masing-masing pangkat; 

f. Perwakilan dari komponen masyarakat. 

Berdasar  penelitian yang penulis lakukan penerimaan mengenai POLMAS cukup 

bervariatif, dimana maksud baik tidak semua diterima baik, pembenahan 

pendekatan antara polisi dengan masyarakat melalui POLMAS memunculkan 

anggapan yang kurang tepat atau bahkan sama sekali salah mengenai POLMAS. 

Anggapan-anggapan yang salah mengenai POLMAS adalah: 

1. POLMAS dianggap sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepolisian. 
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2. POLMAS dianggap boleh menangani atau memutuskan tentang penyelesaian 

tindak pidana, meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara pidana 

ditingkatkan menjadi penyidikan. 

3. POLMAS dianggap sebagai organisasi bawahan kepolisian. 

4. POLMAS dianggap organisasi yang dibiayai oleh kepolisian. 

5. POLMAS dianggap sebagai organisasi massa atau LSM. 

 

Penulis berpendapat, kualitas dan kuantitas personel maupun publik/ 

masyarakat khususnya harus diefektifkan untuk mengeliminir budaya 

tindakan kekerasan dan main hakim sendiri, prilaku yang menyakitkan hati 

rakyat, dan bersifat arogansi dan semena-mena dalam berindak, hal itu 

mempersulit pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan lain sebagainya. 

Konsep POLMAS pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dalam berbagai konsep 

terdahulu, seperti; Binkamtibmas; Siskamswakarsa; Siskamling; Pokdan 

Kamtibmas dan Forum Silahturami Kamtibmas, yang dalam pengembangannya 

perlu disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat 

yang demokratis. 

 

Sebagai tambahan untuk tindakan interpretasi dalam menjabarkan hak sipil, 

petugas polisi berperan untuk memberikan instruksi kepada warga berkenaan 

dengan tugas mereka, kewajiban, hak, dan hak istimewa dalam hukum. Sebagai 

contoh, mereka seharusnya menerbitkan pamflet yang menjelaskan hak warga 

sesuai Konstitusi Amerika Serikat, negara dan kota di mana mereka menetap. 

Petugas polisi dapat saja menekankan tanggung jawab warga dalam hubungannya 
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dengan hak istimewa mereka dalam melindungi yang mereka miliki sesuai 

hukum.  (Vern L. Folley). 

 

Secara garis besar, tindakan polisional, baik yang bersifat pre-emtif maupun 

preventif dilaksanakan secara maksimal sekaligus dibarengi dengan tindakan 

penegakan hukum (menangkap, menyidik, dan memproses sampai ke 

pengadilan para pelaku), tanpa
 
menimbulkan gejolak sosial di masyarakat 

yang diikuti kegiatan rehabilitasi (penyuluhan, perbaikan sarama dan 
-

prasarana sosial, rumah penduduk, bantuan sandang dan pangan) bekerjasama 

dengan pemuda dan masyarakat setempat.  

 

Melalui penerapan prinsip POLMAS, maka masyarakat terlibat secara 

langsung didalam menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban, sehingga memungkinkan  warga setempat untuk memelihara dan 

menumbuh kembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban 

dilingkungan masing-masing. 
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V. PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 

Peran  POLMAS dalam mendukung penegakan hukum di kota metro, adalah : 

Menciptakan Kamtibmas  dengan  berkoordinasi  bersama POLSEK di Kota 

Metro, dengan menyelesaikan pertikaian ringan/pertikaian antar warga 

berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang berperkara/ bertikai dan bila 

diperlukan bersama POLMAS. Mengambil langkah – langkah penertiban jika 

diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan POLMAS dalam memelihara 

keamanan lingkungan. Adapun  Tugas pokok  bagi  POLMAS  adalah : Fungsi 

deteksi. Melaksanakan fungsi menyelengarakan fungsi bimbingan dan penyuluhan 

masyarakat. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum, fungsi reserse criminal 

secara terbatas. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun 

lisan. Kegiatan POLMAS merupakan suatu pilihan yang tepat bagi POLRI untuk 

menunjukan perubahan sikap dan perilakunya selaku Polisi Sipil, namun dalam 

pelaksanaannya belum semua Kasatwil memahami konsep POLMAS yang 

sebenarnya karena personil POLMAS yang utama harus memiliki jiwa sosial yang 

tinggi, berdedikasi dan harus dalam perekonomian yang baik karena POLMAS 

tidak diberi gaji/ tunjangan.  
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B. Saran 

 

1. Kinerja dari POLMAS hendaknya perlu terus di tingkatkan dengan 

memberikan pengawasan dan perhatian secara konsisten. Selain itu untuk 

menciptakan suatu keterikatan dan kesinambungan yang kuat maka hendaknya 

mengadakan kerja sama dengan media massa dan LSM tertentu untuk 

melaksanakan pemantauan disemua Satwil di Kota Metro khususnya, sebagai 

upaya memaksimalkan hasil analisa dan evaluasi   yang dilakukan secara 

internal.  Hal ini sebagai bukti bahwa POLRI telah melaksanakan  kegiatan 

yang secara transparan bisa dievaluasi oleh masyarakat. Jangan  hanya diatas 

konsep saja, kultur Polisi Sipil (transparan akuntabel dan ketanggapsergapan ) 

dilaksanakan. 

 

2. Upaya yang harus dilakukan  adalah dengan mengadakan  pelatihan POLMAS  

terhadap: 

a. Tingkat Mabes POLRI  melakukan supervisi, evaluasi dan kajian terhadap 

pelaksanaan POLMAS. 

b. Para Kasatwil  mulai KAPOLDA sampai KAPOLSEK, agar semua paham 

Konsep dan strategi POLMAS, sehingga dapat melaksanakan kegiatan 

POLMAS. 

c. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap kegiatan POLMAS yang 

dilakukan oleh para Kasatwil melalui pemberian reward dan punishment. 

d. Memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap seluruh anggota 

masyarakat mengenai arti penting POLMAS di masyarakat.  
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3.  Penegakan hukum adalah salah satu mekanisme paling berpengaruh untuk 

kontrol sosial. Sesungguhnya, tidak ada fungsi kepemerintahan yang 

mengendalikan atau mengarahkan aktivitas masyarakat seperti yang dilakukan 

dalam penegakan hukum. Kontrol dan kontak semacam itu bersifat konstan 

dan apabila tidak mengalami kontak secara langsung, paling tidak masyarakat 

dapat merasakan kontak dengan proses penegakan hukum melalui kehadiran 

personel polisi. 
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